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MOTTO 
 
﴿ اًرْسُي ِرْسُعْلا َعَم َّنِإ٦﴿ ْبَصنَاف َتْغَرَـف اَذَِإف ﴾٧﴿ بَغْرَاف َكَِّبر ٰىَلِإَو ﴾٨﴾  
  
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 
lain dan hanya kepada Tuhanmullah kamu berharap.” 
(QS. Alam Nasyroh: 6-8) 
 
 ْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِّيِبَّنلا ْنَع ُهْنَع ُهَّللا َيِضَر َةَرْـيَرُه يِبَأ ْنَع ُدِيُري ِساَّنلا َلاَوْمَأ َذَخَأ ْنَم َلاَق َمَّلَسَو ِه
 ُهَّللا ُهَفَلْـتَأ اَهَـفَلاْتِإ ُدِيُري َذَخَأ ْنَمَو ُهْنَع ُهَّللا ىَّدَأ اَهَءاَدَأ  
 
Dari Abu Hurairah RA, ia berkata bahwa Nabi  bersabda: “Barang siapa 
meminjam dengan tekad mengembalikan, maka allah akan memberikan barokah 
dan membantu melunasinya, dan barang siapa meminjam dengan niat tidak 
mengembalikan, maka allah akan membuat hartanya itu tidak barokah dan 
membuatnya bangkrut.” (Hadits Bukhari ) 
 
  
“Akan ada sesuatu yang indah dibalik segala usaha, perjuangan, dan kesabaran 
yang ikhlas dan tulus dalam menjalaninya.” 
(Penulis) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Pedoman trasliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta  tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berikut :   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s\a s\ Es (dengan titik di 
atas) 
ج Jim J Je 
ح H}a h} Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal z\ Zet (dengan titik di 
atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
x 
 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di 
bawah) 
ض d}ad d} De (dengan titik di 
bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain ...‘..... Koma terbalik di atas 
غ gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...' ... Apostrop 
ى Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal  bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab  yang lambangnya berupa tanda  atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut :  
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fath}ah A A 
xi 
 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
  Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Zukira 
3. بھذی Yazhabu 
b. Vokal Rangkap 
Vokal  rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka trasliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama 
ى  ……أ Fathah dan ya Ai a dan i 
  و  ...... أ Fathah dan 
wau 
Au a dan u 
   Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فیك Kaifa 
2. لوح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang  yang lambangya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan Huruf  Nama Huruf dan Tanda Nama 
ي …….  أ  Fathah dan 
alif atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي …… أ Kasrah dan 
ya 
i> i  dan garis di 
atas 
و  ……. أ Dammah 
dan wau 
u>  u dan garis di atas 
 
xii 
 
       Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. لیق Qi>la 
3. لوقی Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah trasliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/  serta bacaan kedua kata itu terpisah  
maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan  dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Raud}ah al-at}fa>l/ raud}atul atfa>l 
2. ةحلط T{alhah 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid  yang dalam sistem tulisan Arab  dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu  tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi 
ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang 
sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.  
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
1. انّبر Rabbana 
2, لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang  
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Kata sandang dalam bahasa Arab dilambankan dengan huruf yaitu  لا . 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah.  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf  Syamsiyyah  ditrasliterasikan  
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/  diganti dengan huruf yang sama   
dengan huruf yang langsung mengikuti  kata sandang itu.  Sedangkan kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah  ditrasliterasikan sesuai dengan 
aturan  yang digariskan di depan  dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti 
dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah,  kata sandang ditulis  dari kata 
yang mengikuti  dan dihubungkan dengan kata sambung.  
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditranslitesaikan denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir  kata. Apabila terltak di awal kata maka tidak dilambangkan karena  
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. 
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت ta'khuduna 
3. ؤنلا An-Nau'u 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab  tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam trasliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu  digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
xiv 
 
permulaan kalimat.  Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka  
yang ditulis dengan huruf kapital adalah  nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya.  
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya  memang lengkap demikian  dan kalau penulisan tersebut  
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf  atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan.  
Contoh :  
No. Kalimat Arab Transliterasi 
 لوسرلاإ دحمم ام و Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
 ينلماعلا بر الله دملحا Al-hamdu lillhi rabbil 'a>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata  baik fi’il, isim  maupun huruf  ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tetentu  yang penulisannya dengan huruf Arab  yang 
sudah lazim dirangkaikan  dengan kata lain karena ada huruf atau harakat  
yang dihilangkan  maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya  bisa 
dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa 
dirangkaikan.  
Contoh:  
No Kalimat Bahasa Arab Transliterasi 
1 ينقزارلايرخ وله اللها نإو Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n/ 
Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
 
2 نازیملاو لیكلا اوفوأف Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na/ Fa 
auful-kaila wal mi>za>na  
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ABSTRAK 
 
SITI SURYANI, NIM 142111120 “MEKANISME PENYELESAIAN 
PEMBIAYAAN MURA>BAHAH  BERMASALAH DI BMT KUBE 
COLOMADU SEJAHTERA DI TINJAU DARI FATWA DSN-MUI NO. 
47/48/49 DSN-MUI/II/2005” 
Pembiayaan mura>bahah  pada dasarnya adalah transaksi jual beli barang 
dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Disetiap pembiyaan, baik itu 
pembiayaan murabahah tidak terhindar dari pembiayaan yang bermasalah, seperti 
yang dialami oleh BMT KUBE Colomadu Sejahtera. Salah satu dampaknya 
adalah tidak terlunasinya pembiayaan sebagian atau seluruhnya. Di BMT KUBE 
Colomadu Sejahtera terdapat banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan 
mura>bahah yaitu dengan jumlah 739 nasabah, dan banyak nasabah yang 
mengalami pembiayaan bermasalah dengan jumlah 198 nasabah. Sehinngga 
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme 
penyelesaian pembiayaan mura>bahah bermasalah dan untuk mengetahui 
kesesuaian antara mekanisme penyelesaian pembiayaan mura>bahah  bermasalah 
yang terjadi di BMT KUBE Colomadu Sejahtera terhadap fatwa DSN-MUI No. 
47/48/49 DSN-MUI/II/2005. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis 
deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan 
wawancara dan dokumentasi. 
Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa Penanganan dalam 
mengatasi pembiayaan mura>bahah  bermasalah, yaitu Pertama dengan melakukan 
pendekatan-pendekatan baik personil, kekeluargaan maupun pihak ketiga yang 
bersangkutan dengan debitur. Kedua penagihan secara intensif (collection), Ketiga 
memberikan Surat Peringatan (SP) baik 1, 2, maupun 3 kepada nasabah. Keempat 
mengundang pihak debitur untuk datang ke kantor dengan maksud dilakukannya 
Penjadwalan Kembali (rescheduling) dan Penataan Kembali/ Pengulangan Akad 
Baru (restructuring). Kelima Lelangan Jaminan, Keenam Melalui Jalur Hukum 
Pengadilan Negeri. 
 BMT KUBE Colomadu Sejahtera dalam melakukan mekanime 
penyelesaian pembiayaan mura>bahah  bermasalah secara umum sudah baik dan 
tidak bertentangan dengan fatwa DSN-MUI karena dalam menangani pembiayaan 
bermasalah BMT KUBE Colomadu Sejahtera memberikan kelonggaaran waktu 
bagi pihak nasabah yang belum mampu membayar kewajibannya. Namun ada 
yang kurang sesuai seperti: Penyelesaian sengketanya dilakukan di Pengadilan 
Negeri, padahal dalam akad pembiayaan mura>bahah  merupakan kegiatan di 
bidang ekonomi syariah, seharunya jalur hukum yang di pilih adalah Pengadilan 
Agama tempat wilayah dimana bank tersebut itu berada. 
 
Kata Kunci : Pembiayaan Mura>bahah, Pembiayan Bermasalah  
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ABSTRACT 
 
SITI SURYANI, NIM 142111120 "MECHANISM FOR HANDLING 
TROUBLED MURABAHAH FINANCING AT BMT KUBE COLOMADU 
SEJAHTERA IN REVIEW OF THE FATWA OF DSN-MUI" 
Mura>bahah  financing is basically a sale and purchase transaction with an 
additional agreed profit. In every financing, mura>bahah  financing is not spared 
from problematic financing, as experienced by BMT KUBE Colomadu Sejahtera. 
One of the impacts is that the partial or complete financing is not paid. In the 
BMT KUBE Colomadu Sejahtera there are many customers who propose 
mura>bahah  financing, namely with 739 customers, and many customers who 
experience problem financing with 198 customers. The aim of this study is to find 
out how the mechanism of handling mura>bahah  financing is problematic and to 
find out the compatibility between the mechanism of handling the problematic 
mura>bahah  financing that occurred at BMT KUBE Colomadu Sejahtera against 
the DSN-MUI No. 47/48/49 DSN-MUI/II/2005 fatwa. 
This research is a qualitative research with qualitative descriptive analysis 
method. Data collection techniques carried out are by interviews and 
documentation. 
The results obtained from this study are that the handling of mura>bahah  
financing is problematic, namely First by approaching both personnel, family and 
third parties concerned with the debtor. Both intensive billing (collection), the 
third provides a warning letter (SP) both 1, 2, and 3 to the customer. The fourth 
invites the debtor to come to the office with the intention of doing rescheduling 
and restructuring. The Fifth Assurance Guarantee, Sixth Through the District 
Court Legal Path. 
BMT KUBE Colomadu Sejahtera in carrying out the mechanism of 
handling the problematic mura>bahah  financing in general is already good and 
does not conflict with the DSN-MUI fatwa because in handling problematic 
financing BMT KUBE Colomadu Sejahtera provides a time gap for debtors who 
have not been able to pay their obligations. However, there is something that is 
not appropriate, such as: Settlement of the dispute is carried out in the District 
Court, whereas in the mura>bahah  financing contract, it is an activity in the 
Islamic economic sector, the legal route chosen is the Religious Court where the 
bank is located. 
 
 
Keywords: Mura>bahah  Financing, Troubled Financing 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia khususnya dalam 
dunia perbankan semakin mengalami kemajuan yang sangat pesat, dan 
seperti telah memulai kejayaannya. Hal ini terlihat setidaknya dari dua 
aspek, yaitu aspek aset perbankan syariah dan regulasi. Dilihat dari aset 
perbankan syariah, saat ini industri perbankan syariah terus menggeliat. 
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), bulan Mei 2017 lalu aset 
perbankan syariah mencapai Rp. 366.092 miliar.1 Sedangkan dari aspek 
regulasi, dengan disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan 
Syariah, hal ini menjadi bukti bahwa peerbankan syariah telah diakui oleh 
hukum positif di Indonesia.  
Di Indonesia bank Islam pertama adalah Bank Muamalat Indonesia 
(BMI) yang didirikan pada tahun 1991, namun baru mulai beroperasi pada 
tanggal sabtu Mei 1992. Berawal dari rekomendasi Lokakarya MUI 
tentang Bunga Bank dan Perbankan tanggal 18-20 Agustus 1990 di 
Cisarwah Bogor. Kemudian dipertegas dalam MUNAS VI MUI tanggal 
22-25 Agustus 1990. Hasil Lokarkarya ini di dukung oleh Ikatan 
Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Sebagai tindak lanjut tahun 1991 
di tandatangani akta pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia sebagai 
                                                        
1Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah Mei  2017, (Jakarta: Direktorat Perbankan 
Syariah Bank Indonesia, 2017), hlm. 4. 
1 
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Bank Umum Syariah pertama di Indonesia. Bank  Muamalat Indonesia 
lahir sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI, yang akta pendiriannya 
ditandatangani pada tanggal 1 November 1991.2 Lahirnya Bank Muamalat 
Indonesia memicu pertumbuhan bank-bank syariah di Indonesia. Dalam 
bank syariah, akad yang dilakukan memilki konsekunsi duniawi dan 
ukhrawi karena akad yang dilakaukan berdasarkan hukum Islam. Produk 
apapun yang dihasilkan semua perbankan, termasuk di dalamnya 
perbankan syariah, tidak akan terlepas dari proses transaksi yang dalam 
istilah fiqih muamalah disebut dengan ‘aqd, kata jamaknya al-‘uqud.3 
Sejak berhasil berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 
tanggal 1 November 1991 untuk terus tumbuh dan berkembang serta 
selamat dari badai krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1997, telah 
mengilhami pemerintah untuk memberikan perhatian yang cukup dan 
mengaturnya secara lebih luas dalam undang-undang, serta memacu segera 
berdirinya bank-bank syari’ah yang lain, baik dalam bentuk Bank 
Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Koperasi Syariah maupun Windows 
Syari’ah untuk bank umum. 
Kehadiran Bank Muamalat Indonesia, membuat masyarakat sadar 
akan pola hidup sesuai dengan nilai-nilai islam. Akan tetapi, 
operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan 
                                                        
2Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di 
Indonesia (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 59. 
3Heri Sudarsono,   Bank Dan Lembaga Keuangan Syari’ah,  (Yogyakarta: Ekonomi, Cet. 
III, 2005), hlm.96. 
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menengah. Sehingga mendorong munculnya sebuah lembaga keuangan 
syariah yang dapat menolong kelompok mayoritas yakni pengusaha kecil/ 
mikro. Lembaga yang tidak terjebak pada permainan bisnis untuk 
keuntungan pribadi, tetapi membangun kebersamaan untuk mencapai 
kemakmuran bersama. Lembaga tersebut adalah Baitul Maal Wat Tamwil 
(BMT). 
Secara harfiah/ lughowi Baitul Maal berarti rumah dana dan Baitul 
Tamwil berarti rumah usaha. Baitul maal wattamwll (BMT) adalah sebuah 
lembaga keuangan umat yang didirikan untuk mengemban dua fungsi 
sekaligus, yakni sebagai Baitul Maal dan sebagai Baituttanwill. Dari 
pengertian tersebut dapat ditarik pengertian bahwa BMT merupakan 
organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Semua komponen masyarakat 
dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang 
lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha 
yang terkecil sekalipun.  
Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi sosial keagamaan 
yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat 
berupa zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) berdasarkan ketentuan yang telah 
ditetapkan Al’Quran dan Sunnah Rasul. BMT juga berperan sebagai 
lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat 
dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya 
kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip 
syariah. 
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Kopersi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT KUBE 
Colomadu Sejahtera yang beralamat di Jln. Adi Sumarmo No. 200, 
Gawanan, Colomaadu, Karanganyar. Keberadaanya diharapkan menjadi 
salah satu alternatif yang strategis dalam membangun dinamika 
perekonomian rakyat, khususnya bagi anggota dan masyarakat di 
Kecamatan Colomadu dan sekitarnya. 
Salah satunya adalah penyaluran dana perbankan syariah dengan 
akad mura>bahah. Pembiayaan mura>bahah  pada dasarnya adalah transaksi 
jual beli barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati.4 Untuk 
memenuhi kebutuhan barang oleh nasabahnya, bank membeli barang dari 
supplier sesuai dengan spesifikasi barang yang di pesan atau dibutuhkan 
nasabah, kemudian bank menjual kembali barang tersebut pada nasabah 
dengan memperoleh marjin keuntungan yang disepakati.  Di BMT KUBE 
Colomadu Sejahtera ini terdapat banyak nasabah yang mengajukan 
pembiayaan mura>bahah yaitu dengan jumlah 739 nasabah, dan terdapat 
juga banyak nasabah yang bermasalah dengan jumlah 198 nasabah. Hal 
inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. 
Berdasarkan pengertian diatas, maka pembiayaan dengan prinsip 
syariah merupakan bentuk penyaluran dana berupa transaksi bagi hasil 
(mud}a>rabah), transaksi sewa (Ija>rah), transaksi jual beli (mura>bahah), 
transaksi pinjam meminjam (qirad), dan transaksi multi jasa dengan 
berdasarkan prinsip syariah kepada pihak yang memerlukan dana dalam 
                                                        
4Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter Dan Perbankan 
(Jakarta: Lpfeui, 2005), hlm. 423. 
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jangka waktu tertentu dengan imbalan, atau tanpa imbalan. Hal ini seperti 
yang diungkapkan oleh Muhammad Syafi’i Antonio bahwa pembiayaan 
merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas 
penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan 
deficit unit.5 
Secara singkat, mura>bahah berarti suatu penjualan  barang seharga 
barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya seseorang 
membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan 
tertentu.6 
Dalam transaksi mura>bahah, penjual harus menyebutkan dengan 
jelas barang yang diperjual belikan dan tidak termasuk barang haram. 
Demikian juga harga pembelian barang dan keuntungan yang diambil dan 
cara pembayaran harus disebutkan dengan jelas. Dengan cara ini si 
pembeli dapat mengetahui harga sebenarnya dari barang yang dibeli dan 
dikehendaki penjual.7 Oleh karena itu pengertian diatas dapat disimpulkan 
bahwa mura>bahah adalah suatu akad jual beli dimana penjual ataupun 
bank menyatakan harga pokok penjualan dan keuntungan kepada pembeli 
atau nasabah dan telah disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan 
akad. 
                                                        
5 Novi Yanti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di 
Bank  Muamalat Cabang Langsa, Skripsi, Jurusan Muamalat Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 
2012, hlm. 2 
6 Adiwarman Karim, Bank Islam (Analisis Fiqh Dan Keuangan), (Jakarta: Rajawali 
Press, 2011), hlm. 113. 
7 Zainal Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Pustaka Alvabet,Cet. 6, 
2006), hlm. 85. 
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Pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) 
adalah penyaluran dana oleh lembaga syariah yang dalam pelaksanaan 
pembayaran kembali pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang 
dijanjikan, serta tidak menepati jadwal angsuran hingga memberikan 
dampak  yang merugikan.8 
Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko besar yang 
terdapat dalam setiap dunia perbankan baik itu bank konvensional, bank 
syari’ah, bahkan Koperasi atau BMT. Salah satu dampaknya adalah tidak 
terlunasinya pembiayaan sebagian atau seluruhnya. Semakin besar 
pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat 
kesehatan likuiditas perbankan.  
Dalam fatwa DSN-MUI telah dijelaskan mengenai penyelesaian 
dalam pembiayaan mura>bahah bermasalah yaitu fatwa DSN-MUI No. 
47/48/49/DSN-MUI/II/2005. Sehingga penulis tertarik untuk  
menggunakan fatwa DSN-MUI tersebut sebagai analisis dalam 
penyelesaian pembiayaan mura>bahah bermasalah yang terjadi di BMT 
KUBE Colomadu Sejahtera. Oleh karena itu sangat penting untuk 
menyusun langkah-langkah tepat yang mana diperlukan sebuah 
penanganan terhadap pembiayaan bermasalah sebagai langkah penyehatan 
dan perbaikan terhadap neraca keuangan. Hal ini perlu hati-hati sedini 
                                                        
8 Adiwarman Karim, Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan) (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada,2010) hlm. 260.  
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mungkin guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian 
hari.  
Sedangkan dalam hukum Islam diwajibkan untuk menghormati 
dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan 
kepadanya, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Anfaal (8) ayat 27: 
                          
      
Artinya: “Hai orang-orang yang berimana, janganlah kamu mengkhianati 
Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati 
amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. 
 
Untuk mengurangi  timbulnya  pembiayaan bermasalah BMT  
perlu melakukan  evaluasi terhadap calon anggota, dengan menggunakan 
pedoman 5C yaitu:   Character, Capacity, Capital, Collateral,  Dan  
Condition. Serta melakukan analisis 5P yaitu:  Party, Purpose, Payment, 
Profitability, dan  Protection. Strategi tersebut perlu dilakukan agar BMT  
tidak banyak mengalami kerugian dan dalam pemberiaan pembiayaan 
murabahah tetap dapat terlaksanakan. 
Maka berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian  mengenai metode BMT KUBE Colomadu Sejahtera 
dalam melakukan penyelesaian terhadap nasabah pembiayaan mura>bahah 
bermasalah, untuk membahasnya lebih mendalam  yang berjudul 
“Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Mura>bahah Bermasalah Di 
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BMT Kube Colomadu Sejahtera Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI No. 
47/48/49/DSN-MUI/II/2005”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan  latar belakang diatas yang menjadi fokus dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan mura>bahah  
bermasalah yang terjadi di BMT KUBE Colomadu Sejahtera ? 
2. Bagaimana analisis pembiayaan mura>bahah  bermasalah di BMT 
KUBE Colomadu Sejahtera di tinjau dari  fatwa DSN-MUI No. 
47/48/49/DSN-MUI/II/2005? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak 
dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikkut: 
1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penanganan pembiayaan 
mura>bahah bermasalah yang terjadi di BMT KUBE Colomadu 
Sejahtera. 
2. Untuk mengetahui kesesuaian antara mekanisme penyelesaian 
pembiayaan mura>bahah bermasalah yang terjadi di BMT KUBE 
Colomadu Sejahtera terhadap fatwa DSN-MUI No. 47/48/49/DSN-
MUI/II/2005. 
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D. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini dilakukan dapat ditinjau dari dua segi yaitu 
segi Teoritis dan segi Praktis : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberika manfaat, referensi, 
wawasan dan memperkaya hasanah keilmuan intelektual bagi 
kalangan mahasiswa dan lapisan masyarakat luas terutasa setiap 
nasabah maupun calon nasabah yang ingin memperdalam ilmu 
tentang hukum ekonomi syariah di setiap perguruan tinggi dan 
supaya menjadi kontribusi pemikiran ilmiah bagi hukum yang ada di 
Indonesia yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah terutama 
dalam metode pengakuan keuntungan dalam pembiayaan mura>bahah. 
b. Dari hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan untuk memahami  
dalam penerapan mekanisme penanganan pembiayaan mura>bahah  
bermasalah dalam ketentuan syariat Islam. 
c. Sebagai saran dan masukan bagi BMT KUBE Colomadu Sejahtera 
dalam mekanisme penanganan pembiayaan mura>bahah bermasalah  
baik yang sudah sesuai syariat Islam atau bertentangan dengan syariat 
Islam. 
2. Manfaat Praktis 
Sumber informasi inspirasi dan memberikan wawasan bagi semua 
orang dan pihak-pihak yang bersangkutan terutama dibidang lembaga 
keuangangan syariah, karena penelitian ini dilakukan memberikan 
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gambaran tentang mekanisme secara rill yang ada dilapangan dalam 
mekanisme penanganan pembiayaan mura>bahah bermasalah yang 
dilakukan oleh BMT KUBE Colomadu Sejahtera. 
E. Kerangka Teori 
1. Murabahah 
a. Pengertian Mura>bahah 
1) Mura>bahah Secara Bahasa 
Kata mura>bahah berasal dari kata arab yaitu rabaha, 
yurabihu, mura>bahatan yang berarti untung atau 
menguntungkan. Mura>bahah juga berasal dari kata ribhun 
atau rubhun yang berarti tumbuh berkembang dan 
bertambah.9 Yang bermakna berlaba, beruntung, memberi 
untung.10  
2) Mura>bahah Secara Istilah 
Mura>bahah adalah jual beli barang pada harga asal 
dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak 
bank dengan nasjabah. Dalam pembiayaan mura>bahah, 
penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada 
                                                        
9Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga 
Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 108. 
10S. Askar, Kamus Bahasa Arab-Indonesia Al-Azhar (Terlengkap Dan Praktis), (Jakarta 
Selatan: Senayan publishing, 2010), hlm. 226-227. 
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pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah 
tertentu.11 
Dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah akad 
barang berdasarkaan sistem jual beli, dimana bank sebagai 
penjual yang menyediakan kebutuhan nasabah dan menjual 
kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah 
keuntungan (margin) yang telah disepakati oleh kedua belah 
pihak. Pembayaran dapat dilakukan sekaligus saat jatuh 
tempo atau jangka waktu yang telah disepakati. 
Dalam setiap melaksanakan pembiayaan Mura>bahah, 
harus memeperhatikan rukun dan syaratnya. Hal ini 
dilakukan karena agar transaksi yang dilakukan telah sah dan 
sesuai dengan syariat Islam. Menurut Sofyan S Harahap 
rukun Mura>bahah terdiri dari: 
a) Bai’  : Penjual (pihak yang memiliki barang) 
b) Musytari  : Pembeli (pihak yang memiliki barang) 
c) Mabi’  : Barang (yang akan diperjualbelikan) 
d) Saman  : Harga barang 
e) Ijab Qobul  : Pernyataan serah terima. 
Sedangkan syarat-syarat mura>bahah menurut Syafi’i 
Antonio adalah sebagai berikut: 
a) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah. 
                                                        
11Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi 
(Yogyakarta: EKONOSIA, 2004), hlm, 62. 
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b) Kontrak pertama harus sah sesuai rukun yang diterapkan. 
c) Kontrak harus bebas dari riba. 
d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi 
cacat atas barang sesudah pembelian. 
e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan 
dengan pembelian, misalnya warna baranga atau ukuran. 
2. Pembiayaan Bermasalah 
a. Mekanisme Penanganan Pembiayaan bermasalah 
1) Cara mengatasi Pembiayaan Bermasalah 
Menurut fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 
tentang penyelesaian piutang mura>bahah bagi nasabah yang 
tidak mampu membayar. 
Pertama: Ketentuan Penyelesaian 
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh melakukan 
penyelesaian mura>bahah bagi nasabah yang tidak bisa 
menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah 
dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan: 
a. Objek mura>bahah atau jaminan lainnya dijual oleh 
nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar 
yang disepakati. 
b. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil 
penjualan. 
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c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka LKS 
mengembalikan sisanya kepada nasabah. 
d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka 
sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah. 
e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa hutangnya, 
maka LKS dapat membebaskannya 
Kedua: Ketentuan Penutup 
a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya 
atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak 
terkait, maka penyelesainnya dilakukan melalui badan 
Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 
b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan 
sebagaimana mestinya. 
F. Tinjauan Pustaka 
Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk mencari data tersedia yang 
pernah ditulis peneliti sebelumnya dimana ada hubungannya dengan 
masalah yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini. pustaka-pustaka 
yang menjadi telaah penulisan ini adalah: 
Fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mura>bahah, 
fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang 
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Mura>bahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, fatwa DSN-MUI No. 
48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Mura>bahah, 
serta fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad 
Mura>bahah. Dalam fatwa DSN-MUI ini memaparkan praktik dalam LKS 
tentang pembiayaan mura>bahah dan pembiayaan bermasalah mura>bahah.12 
Dalam bukunya Muhammad Syafi’i Antonio yang berjudul “Bank  
Syariah dari Teori ke Praktek”, didalamnya dijelaskan mengenai teori-
teori mura>bahah dan risiko-risko dalam mura>bahah yang kemudian sampai 
dalam penerapannya di suatu perbankan.13 
Dalam bukunya Ascary yang berjudul “Akad dan Produk Bank 
Syariah”, didalamnya menjelaskan tentang pengertian akad atau perjanjian 
dan menjelaskan mengenai pembiayaan mura>bahah, mura>bahah dalam 
istilah Fiqih islam, serta menjelaskan tentang rukun dan syarat dalam akad 
mura>bahah.14 
Skripsi, Ilham Alfi Fiani, IAIN Surakarta Fakultas Syari’ah (2016) 
dengan judul Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Mura>bahah 
Bermasalah Di Bank Pembiayaan Rakkyat Syariah (BPRS) Dana Mulia 
Surakarta Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI. Fokus penelitiannya yaitu 
Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Mura>bahah Bermasalah 
                                                        
12 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Jakarta: 
Erlangga, 2014), hlm 274-292. 
13 M. Syafi’i Antonio, Bank  Syariah: Dari Teori Ke Praktek (Jakarta: Gema Insani, 
2001), hlm. 35. 
14 Ascary, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 82-83. 
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Di BPRS Syariah Dana Mulia Surakarta Dan Apakah Mekanisme 
Penyelesainnya Sesuai Dengan Bfatwa DSN-MUI. Hasil penelitianya 
yaitu, pihak BPRS Syariah Dana Mulia Surakarta melakukan pertama, 
pendekatan personal debitur yaitu untuk mengetahui lebih jauh 
permasalahan yang dihadapi pihak nasabah. Kedua, melakukan 
pendekatan kepada keluarga dekat debitur, misalnya suami/isteri atau 
kerabat dekat lainnya. Ketiga, dengan melalui pihak ketiga, pihak ketiga 
disini maksudnya seseorang yang memang berkompetan dalam hal 
penagihan. Keempat, memberikan Surat Peringatan (SP). Kelima, 
mengundang debitur untuk datang ke kantor (bermusyawarah).15 
Skripsi, Zahrotul Laina, Universitas  Islam Negeri Walisongo 
Semarang Fakultas Syari’ah (2016) dengan judul Analisis Penyelesaian 
Pembiayaan Mura>bahah Bermasalah Di BMT Insan Sejahtera Cabang 
Cepiring. Fokus dalam peneltian ini yaitu mengenai faktor-faktor 
terjadinya pembiayaan mura>bahah bermasalah dan tinjauan hukum Islam 
terhadap penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Insan 
Sejahtera Cabang Cepiring. Hasil penelitian yaitu faktor yang 
menyebabkan pembiayaan mura>bahah bermasalah di BMT Insan Sejahtera 
dikarenakan pihak BMT (faktor insternal) dan nasabah itu sendiri (faktor 
eksternal). Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian pembiayaan 
mura>bahah bermasalah di BMT Insan Sejahtera tersebut sesuai dengan 
                                                        
15 Ilham Alfi Fiani, “Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Mura>bahah Bermasalah Di 
Bank Pembiayaan Rakkyat Syariah (BPRS) Dana Mulia Surakarta Ditinjau Dari Fatwa DSN 
MUI”, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta, 2016. 
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prinsip-prinsip hukum Islam, karena dalam menangani pembiayaan 
bermasalah BMT Insan Sejahtera cara-cara seperti musyawarah terlebih 
dahulu, pemberian keringanan dan pembebasan hutang. Analisi yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 5C (Character, 
Capacity, Capital, Collateral, dan Condition).16 
Skripsi, Nurjanah, IAIN Purwokerto Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 
Islam (2016) dengan judul Strategi Penyelamatan Pembiayaan 
Bermasalah Pada Pembiayaan Mura>bahah Di Bank Syariah Mandiri 
Cabang Purwokerto. Penelitian ini lebih fokus dalam megkaji  strategi 
atau langkah-langkah yang dilakukan oleh  Bank Syariah Mandiri  Cabang 
Purwokerto dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah khususnya 
pada pembiayaan mura>bahah melalui musyawarah mufakat sehingga 
tercapai  win-win solution. Hasil penelitiannya yaitu menggunakan strategi 
stay strategy dan exit strategy. Dalam tahap penyelamatan pembiayaan  
bermasalah,  strategi yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang 
Purwokerto  adalah  stay strategy  atau dengan kata lain  cooperative  
strategy,  yakni strategi yang digunakan apabila pihak bank masih ingin 
menjalin hubungan bisnis dengan nasabah. Strategi ini  dilaksanakan 
melalui upaya restrukturisasi (seperti rescheduling, reconditioning, dan 
restructuring). 
                                                        
16 Zahrotul Laina, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Mura>bahah Bermasalah Di BMT 
Insan Sejahtera Cabang Cepiring”, Skripsi, Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Universitas  
Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016. 
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Skripsi, Ellysa Puji Pangestu, IAIN Surakarta Fakultas Ekonomi 
Dan Bisnis Islam (2017) dengan judul Analisis Penanganan Pembiayaan 
Bermasalah mura>bahah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Hira Tanon). 
Dalam skripsinya hasil dari peneltiannya yaitu:  Pertama  dengan 
melakukan pendekatan kepada anggota.  Kedua, penagihan secara intensif 
(collection).  Ketiga, teguran dengan melayangkan surat peringatan telah 
jatuh tempo, Keempat, resheduling  yaitu perpanjangan  waktu jatuh 
tempo kepada anggota.  Kelima,  Restructuring yaitu dengan menambah 
jumlah kredit dan menambah equity (menyetor uang tunai dan tambahan 
dari pemilik).  Keenam, hapus  buku (write off) yaitu langkah terakhir 
yang dilakukan untuk membebaskan nasabah dari beban hutangnya. Untuk 
mengurangi  timbulnya  pembiayaan bermasalah BMT Hira Tanon 
melakukan  evaluasi terhadap calon anggota, dengan menggunakan 
pedoman 5C yaitu:   Character, Capacity, Capital, Collateral,  dan  
Condition. Serta menggunakan analisis 5P yaitu:  Party, Purpose, 
Payment, Profitability, dan  Protection.17 
Dari berbagai hasil penelitian yang ada juga terlihat bahwa ada 
kedekatan judul penelitian yang peneliti lakukan. Sedangkan letak 
perbedaanya ada pada judul dan tempat penelitian yang peneliti teliti dan 
pada fokus dalam penelitian saya terletak pada Mekanisme Penanganan 
Pembiayaan Mura>bahah Bermasalah Di KSPPS BMT KUBE Colomadu 
Sejahtera Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI. Dan apakah terdapat kesesuaian 
                                                        
17Ellysa Puji Pangestu, Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Mura>bahah (Studi 
Kasus Pada KSPPS BMT Hira Tanon)”, Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi 
Dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, 2017. 
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atau bahkan terjadi pertentangan dalam Fatwa DSN-MUI. Sedangkan 
posisi dengan penelitian sebelumnya mengacu  pada perbedaan analsisi 
yang digunakan seperti  menggunakan analisis Hukum Islam, Analisis 5C, 
menggunakan beberpa pendekatan hal ini yang menjadikan perbedaan 
diantara peneliti sebelumnya dengan penelitian saya. 
G. Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan suatu cara prosedur atau langkah 
yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola data serta 
menganalisis data dengan menggunakan teknik dan cara tertentu. 
Langkah-langkah dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan jenis 
penelitian lapangan (field research) yaitu memaparkan serta 
menggambarkan keadaan dan fenomena yang lebih jelas mengenai 
situasi yang terjadi maupun referensinya bersumber dari lapangan, yang 
digali secara insentif yang diseratai dengan analisa dan penyusunan 
kembali atas semua data atau referensi yang telah dikumpulkan.18 Dan 
dalam penelitian ini difokuskan terhadap Mekanisme Penanganan 
Pembiayaan Mura>bahah Bermasalah Di KSPPS BMT KUBE 
Colomadu Sejahtera Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI. 
 
 
                                                        
18 Nasution, Metode Research: Penelitian Ilmiah, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 24. 
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2. Sumber Data Penelitian  
a. Data Primer  
Yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari 
sumbernya. Data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara 
dan observasi secara langsung di KSPPS BMT KUBE Colomadu 
Sejahtera. 
b. Data Sekunder 
Yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber data yang 
sudah ada. Data sekunder secara tidak langsung melalui media 
perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Sumber data 
sekunder dalam penelitian ini adalah (buku-buku, hasil penelitian 
yang berwujud laporan, artikel, dokumen-dokumen yang dimiliki 
oleh BMT KUBE Colomadu Sejahtera. 
c. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di BMT KUBE Colomadu 
Sejahtera. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, 
maka teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah 
sebagai berikut: 
a. Wawancara 
Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan 
dengan tanya jawab secara lisan, baik secara langsung melalui tatap 
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muka (face to face) antara sumber data (responden) atau tidak 
secara langsung.19 Tanya jawab ini dilakukan oleh dua pihak yaitu 
pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 
yang memberikan jawaban.20 Wawancara dilakukan terhadap 
bagian penanganan pembiayaan bermasalah (Non Performing 
Finance), kepala bagian operasional dan kepala bagian marketing 
BMT KUBE Colomadu Sejahtera. Teknik wawancara yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Semi Terstruktur. 
b. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah mencari  data yang mengenai hal-hal 
yang ada kaitannya dengan obyek penelitian. Dokumentasi dari 
asal kaanya adalah dokumen, yang artinya barang-barang tertulis, 
foto, brosur, dan sebagainnya.21 Di dalam penelitian ini antara lain 
adalah: data-data tentang jumlah nasabah pembiayaan bermasalah, 
gambaran umum BMT KUBE Colomadu Sejahtera, struktur 
organisasi, serta data lain yang menunjang penelitian ini.  
4. Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisa deskriptif kualitatif yaitu mengkaji dan mengkaitkan data-data 
                                                        
19Triyono, Metodologi Penelitian Pendidikan..., hlm.162. 
20Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 
2004), hlm.135. 
21 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan: Jenis , Metode Dan Prosedur, ( Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 74. 
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yang diperoleh guna mendapatkan kejelasan yang di bahas, kemudian 
dipaparkan dalam bentuk penjelasan.22 Penulis terlebih dahulu 
memberikan gambaran umum tentang KSPPS BMT KUBE Colomadu 
Sejahtera, data-data tentang pembiayaan mura>bahah, mekanisme 
penanganan pembiayaan mura>bahah bermasalah di BMT KUBE 
Colomadu Sejahtera, dan analisis terkait  kesesuaian mekanisme 
penanganan pembiayaan mura>bahah bermasalah di BMT KUBE 
Colomadu Sejahtera dengan fatwa DSN-MUI No. 47/48/49/DSN-
MUI/II/2005. 
H. Sistematika Penulisan 
Sistematika Penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 
BAB I merupakan bab yang berisikan latar belakang yang 
melatarbelakangi penulis mengambil tema yang diangkat oleh penulis 
yakni tentang mekanisme penyelesaian pembiayaan mura>bahah 
bermasalah di BMT KUBE Colomadu Sejahtera, dalam penulisan ini 
penulis membatasi penulisan dengan menuliskan rumusan masalah, tujuan 
dan manfaat penelitian sehingga penulis tidak akan kebingungan dengan 
apa yang diteliti. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode 
penelitian lapangan yang masuk dalam metode kualitatif dan 
menggunakan analisis data diskriptif. 
BAB II menjelaskan tentang BMT KUBE Colomadu Sejahtera. 
Bab ini berkaitan tentang teori umum yang releven tentang, mura>bahah, 
                                                        
22 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan: Jenis , Metode Dan Prosedur..., hlm. 78. 
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pembiayaan bermasalah, Tiga Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan 
mura>bahah bermasalah Fatwa DSN/MUI No.47/48/49. 
BAB III Gamabaran Umum BMT KUBE Colomadu Sejahtera, 
produk-produk pembiayaan, Sistem pelaksanaan  pembiayaan 
mura>bahah, Prosedur Pengajuan Pembiayaan mura>bahah dan Mekanisme 
Penanganan Pembiayaan Mura>bahah bermasalah di BMT KUBE 
Colomadu Sejahtera.  
BAB IV merupakan bab yang berisikan analisis penulisan tentang  
pelaksanaan dan permasalahan yang timbul dalam akad mura>bahah BMT 
KUBE Colomadu Sejahtera, Analisis Tinjauan Fatwa DSN-MUI 
terhadap Mekanisme Penanganan Pembiayaan Mura>bahah Bermasalah di 
BMT KUBE Colomadu Sejahtera.. 
BAB V Penutup, pada bagian ini berisi uraian kesimpulan yang 
menjelaskan secara rinci mengenai ringkasan hasil penelitian ini, serta 
saran-saran yang membangun guna mendukung penelitian menjadi lebih 
baik lagi. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Mura>bahah 
1. Pengertian Mura>bahah 
 
Mura>bahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual 
menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat 
keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui oleh 
pembeli.1 
Mura>bahah adalah istilah dalam fiqh islam yang berarti suatu 
bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan 
barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk 
memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang 
diinginkan.2  
Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli dapat 
disimpulkan bahwa mura>bahah adalah suatu akad jual beli suatu barang 
yang dilakukan oleh dua orang atau lebih antara pihak shahibul maal 
(bank) dengan mudharib (nasabah) dimana penjual menyebutkan harga 
pokok barang ditambah dengan tingkat keuntungan kepada pembeli atas 
suatu barang, kemudian harga jual tersebut disepakati oleh pembeli. 
 
 
                                                        
1Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep Produk dan 
Implementasi Operasional Bank Syariah, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 76. 
2Ascarya, Akad dan  Produk Bank Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 
hlm. 88. 
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2. Pembiayaan Mura>bahah 
Menurut MUI dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) 
Mura>bahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga 
belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang 
lebih sebagai laba. 3  Menurut pernyataan Standar Akuntasi Keuangan 
(PSAK) mura>bahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan 
harga peroleh dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. 
Dari berbagia pernyataan di atas dalam skripsi ini penulis menyimpulkan 
bahwa mura>bahah adalah pembiayaan berdasarkan jual beli dimana bank 
bertindak sebagai penjual dan nasabah sebgai pembeli.4 
Pembiayaan atau kredit yang diperoleh dari perorangan dan juga 
dari lembaga keuangan seperti bank dipakai sebagai salah satu aalternatif 
untuk mendapatkan modal. Dimana didalamnya ada unsur tolong 
menolong dan timbal balik antara pemilik modal dan debitur. Sehingga 
jika kita berbicara kredit maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang 
terkandung didalamnya, diantaranya yaitu: kepercayaan, kesepakatan, 
jangka waktu, risiko dan balas jasa.5 
Pembiayaan mura>bahah yaitu pembiayaan berupa talangan dana 
yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban 
mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin 
                                                        
3Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Jakarta: MUI, 
2014), hlm.61. 
4Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep Produk..., 
hlm.3. 
5 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 103-
104. 
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keuntungan bank pada jatuh tempo. Bank memperoleh harga beli dari 
pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah.6 
Mura>bahah dalam istilah Fikih Islam adalah suatu bentuk jual beli 
tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga 
barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk  memperoleh barang 
tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.7 Mura>bahah 
dalam lembaga keuangan syariah adalah jual barang pada harga asal 
dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Selanjutnya, bank syariah 
memberikan waktu tangguhan bayar kepada nasabah sesuai dengan 
kesepakatan. Menurut ulama Hanafiah mura>bahah adalah 
memindahkannya hak milik seseorang kepada orang lain sesuai dengan 
keuntungan yang diinginkan.8 
3. Rukun dan Syarat 
Dalam hal ini pembiayaan dalam bank menggunakan akad 
pembiayaan mura>bahah atau jual beli. Rukun dari akad mura>bahah yang 
harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:9 
1) Pelaku Akad  
a) Ba’i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual 
(dianologikan sebagai bank); 
                                                        
6 Wirdyaningsih, Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia, Ed. 1. Cet. 3 (Jakarta: Kencana, 
2005), hlm. 106.  
7 Ascary, Akad dan Produk Bank..., (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 81-82.  
8 Masjupri, Akad Murabahah Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah, hlm. 1. 
9 Ascary, Akad Dan Produk Bank Syariah..., hlm. 82-83. 
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b) Musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan 
memerlukan barang (dianologikan sebagai nasabah). 
2) Objek Akad 
a) Mabi’ (barang dagangan) 
b) Ats-Tsaman (harga) dalam pembiayaan 
3) Sighat 
Ijab Qabul artinya pernyataan persetujuan yang dituangkan   
dalam perjanjian. 
Mura>bahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang 
sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun 
demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan 
syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi 
bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini 
tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan 
agar transaksi tersebut  diterima secara Syariah. 
Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan 
barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang 
membutuhkan  pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut  
dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan 
mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil. 
Rukun mura>bahah  merupakan hal-hal yang harus ada atau harus 
dilakukan dalam melakukan transaksi mura>bahah. Jika salah satu rukun 
tersebut tidak ada, maka transaksi mura>bahah tersebut tidak bisa 
dilakukan. 
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Syarat lain yang harus dipenuhi dalam jual beli mura>bahah 
adalah sebagai berikut: 
1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada pembeli, sedangkan 
dalam praktik perbankan, bank harus memberi kepada pihak 
nasabah mengenai harga asli yang didapat dari  pemasok barang 
yang dipesan oleh nasabah. 
2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan aturan syariah, yaitu 
menyangkut rukun dan syarat yang mengesahkan akad yang 
pertama. 
3) Kontrak harus bebas dari riba. Dalam hal ini bank harus benar-
benar memerhatikan hal-hal yang membuat suatu akad atau 
transaksi menjadi batal karena di dalamnya terkandung hal-hal 
yang dilarang oleh syara’ termasuk riba. 
4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli jika terjadi cacat atas 
barang. 
5) Penjual harus menyampaikan hal-halyang berkaitan dengan 
pembeli. Misalnya, jika pembelian tersebt dilakukan secara kredit 
maka yang harus dilakukan oleh pihak bank adalah menjelaskan 
segala prosedur yang berkaitan dengan akad dan transaksi yang 
akan dilakukan. 
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  Transaksi mura>bahah tersebut bisa dilaksanakan, jika 
terpenuhi rukun-rukunnya, akan tetapi transaksi tersebut menjadi 
tidak sah menurut Islam apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi.10 
4. Jenis-Jenis Mura>bahah 
Kegiatan jual beli berdasarkan mura>bahah terdiri:11 
1) Mura>bahah Tanpa Pesanan 
Mura>bahah  tanpa pesanan artinya ada yang beli atau tidak, 
bank syariah menyediakan barang. Penyediaan barang pada 
mura>bahah  bentuk ini tidak berpengaruh atau terkait langsung ada 
tidaknyapesanan atau pembeli. 
2) Mura>bahah Berdasarkan Pesanan 
Mura>bahah artinya bank Syariah baru akan melakukan 
transaksi jual beli apabila ada yang pesan. 
Kedua akad diatas memiliki implikasi hukum sebagai berikut: 
1) Sifatnya mengikat artinya berdasarkan pesanan tersebut mengikat 
untuk dibeli nasabah sebagai pemesan. 
2) Sifatnya tidak mengikat artinya walaupun nasabah telah melakukan 
pemesanan barang, namun nasabah tidak terikat untuk membeli 
pesanan tersebut. 
 
 
 
                                                        
10 Andy Setiawan, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Margin Keuntungan Dalam 
Pembiayaan Murabahah Di Bpr Syariah Dana Mulia Surakarta 2009,Skripsi, Jurusan Pendidikan 
Ilmu Pengetahuan Social Uns, (Surakarta: 2009), hlm. 24.  
11Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori..., hlm. 103-104. 
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5. Dasar Hukum Mura>bahah 
1) Al-Quran 
a) Surat Al-Baqarah (2) ayat 275 
 
            
Artinya:”Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba”. 
 
b) Surat An-Nisa’ (4) ayat 29 
                 
                     
                 
Artinya:“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 
makan harta sesamamu secara bathil (tidak benar), kecuali dalam 
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka antara 
kamu. Dan janganlah kamu  membunuh dirimu. Sesungguhnya 
Allah maha penyayang kepadamu.” 
 
2) Undang-Undang RI  
UU RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah Pasal 
19 ayat 1 d:   
“Kegiatan usaha  bank umum syari’ah meliputi: menyalurkan 
pembiayaan berdasarkan pembiayaan akad murabahah, akad salam, 
akad istishna, atau akan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip 
syariah.” 
3) Fatwa DSN-MUI 
1. Fatwa DSN Tentang Produk Mura>bahah (Fatwa DSN No.4/ DSN-
MUI/IV/2000) 
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Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat 
tersebut, bank syariah perlu memiliki fasilitas pembiayaan 
mura>bahah bagi nasabah yang memerlukannya, yaitu menjual suatu 
barang/objek akad dengan menegaskan harga belinya kepada 
pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih 
sebagai laba.” 
2. Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian 
Piutang Mura>bahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar  
Dalam fatwa ini berisi tentang penyelesaian yang dilakukan 
ketika terjadi keterlambatan angsuran atau terjadinya pembiayaan 
mura>bahah bermasalah tidak mencapai kesepakatan musyawarah. 
3. Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan 
Kembali Tagihan Mura>bahah 
Dalam fatwa ini berisi tentang, bahwa LKS boleh melakukan 
penjadwalan kembali tagihan mura>bahah bagi nasabah yang tidak 
bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan sesuai jumlah yang telah 
disepakati. 
4. Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad 
Mura>bahah 
Dalam fatwa ini berisi tentang, bahwa LKS boleh melakukan 
konversi akad dengan membuat akad/membuat akad baru bagi 
nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan 
murabahah sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. 
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6. Tujuan Pembiayaan Mura>bahah dan Risiko Pembiayaan Mura>bahah 
 
a. Tujuan Pembiayan Mura>bahah 
Tujuan pembiayaan mura>bahah dapat dipergunakan oleh 
Perbankan Islam untuk hal-hal yang beragam diantaranya:12 
1) Bank dapat membiayai keperluan modal kerja nasabahnya untuk 
membeli (bahan mentah, bahan setengah jadi, barang jadi, suku 
cadang dan penggantian). 
2) Bank dapat membiayai penjualan barang atau jasa yang dilakukan 
nasabahnya baik untuk pasar domestik maupun untuk di ekspor. 
3) Nasabah dapat pula meminta bank untuk membiayai stok dan 
persediaan mereka. 
4) Bank dapat membiayai permintaan akan letter of credit dengan 
menggunakan prinsip mura>bahah. 
5) Nasabah yang telah mendapatkan kontrak, baik kontrak kerja 
maupun pemasukan barang, dapat meminta pemmbiayaan dari 
bank dengan prinsip mura>bahah dan dengan bank meminta surat 
perintah kerja (SPK) dari nasabah yang bersangkutan. 
b. Diantara  kemungkinan risiko yang terjadi dalam pembiayaan 
mura>bahah adalah sebagai berikut:13  
1) Default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.   
                                                        
12 Muhammad, Teknik Penghitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah 
(Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 94. 
13Wiroso, Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah  (Jakarta: PT. 
Grasindo, 2005), hlm. 121. 
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2) Fluktuasi harga komparatif, hal ini terjadi  apabila harga di pasar 
naik setelah membelikannya untuk nasabah, bank atau BMT tidak 
bisa mengubah harga jual tersebut.  
3) Penolakan nasabah, barang yang dikirim atau  diterima nasabah 
bisa saja ditolak dengan beberapa alasan. Bisa terjadi kerusakan 
dalam pengiriman, sehingga nasabah menolaknya. Karena itu 
sebaiknya dilindungi oleh asuransi. Kemungkinan lain nasabah 
merasa barang yang diterima tidak sesuai dengan kualifikasi yang 
dipesan. 
B. Pembiayaan Bermasalah 
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah  
a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah 
Pembiayaan bermasalah  adalah  sebagai  penyalur dana yang 
dilakukan lembaga syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran oleh 
nasabah terjadi seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan 
yang debiturnya  tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta 
pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran hingga 
memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak.14  
Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang 
pasti diahadapi oleh setiap Bank karena risiko ini sering juga disebut 
dengan risiko kredit. Robert Tampubolon menjelaskan bahwa resiko 
kredit adalah eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak 
                                                        
14 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2010), hlm. 260. 
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lawan (counterparty) memenuhi kewajibannya. Disatu sisi resiko ini 
dapat bersumber dari berbagai aktivitas  fungsional bank seperti 
penyaluran pinjaman, kegiatan tresuri dan investasi, dan kegiatan jasa 
pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku bank. Disisi lain 
resiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. 
Kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa ketidak mampuan atau 
ketidak mauan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh 
perjanjian kredit yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dalam 
hal ini yang menjadi perhatian bank bukan hanya kondisi keuangan 
dan nilai pasar dari jaminan kredit termasuk collateral tetapi juga 
karakter dari debitur.15 
Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan  yang mana 
menggambarkan situasi akan  terjadi resiko kegagalan dalam 
pengembalian kewajiban, bahkan menunjukkan gejala-gejala akan 
terjadi kegagalan. 16  Pembiayaan bermasalah setidaknya memenuhi 
salah satu dari kriteria sebagai berikut:  
1) Belum atau tidak mencapai target angsuran pokok Margin atau 
margin yang diinginkan.   
2) Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban dalam bentuk  
pembayaran pokok dan/atau  Margin  yang menjadi kewajiban 
anggota yang bersangkutan. 
                                                        
15Robert Tampubolon, Risk Management: Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial, 
(Jakarta: Pt. Elex Media Komputindo, 2004), hlm. 24. 
16M.Amin Aziz, Analisi Terhadap Pemmikiran Dan Strategi Pembangunan Bank Syariah  
Di Indonesia (Bandung:Bangkit, 2008), hlm. 81. 
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3) Memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari. 
b. Kategori Pembiayaan Bermasalah 
Penggolongan kualitas pembiayaan menurut Peraturan Bank 
Indonesia (PBI) No. 13/13/PBI/2011 Tentang Penilaian Kualitas 
Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu:17 
1) Lancar, apabila:  
a) Bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM 
(Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) paling rendah 
sama dengan ketentuan yang berlaku, dan  
b) Penempatan pada bank lain memenuhi kondisi sebagai 
berikut: 
(1) Tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk akad 
qardh; 
(2) Dapat ditarik setiap saat untuk giro dan tabungan 
berdasarkan  akad wadiah 
(3) Tidak terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi 
dan/atau bagi hasil untuk tabungan atau deposito 
berdasarkan akad mudharabah; 
(4) Tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok investasi 
dan atau rasio RBH (Realisasi Bagi Hasil) terhadap PBH 
(Proyeksi Bagi Hasil) olebih besar dari atau sama dengan 
80% untuk pembiayaan mudharabah dan pembiayaan 
musyarakah. 
                                                        
17Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/13/PBI/2011 Tentang Penilaian Kualitas 
Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, hlm. 25-26.  
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(5) Tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau 
margin untuk pembiayaan mura>bahah. 
2) Kurang Lancar, apabila: 
a) Bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM 
paling rendah sama dengan ketentuan yang berlaku, dan  
b) Penempatan pada bank lain memenuhi kondisi sebagai 
berikut: 
(1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok sampai dengan 5 
hari kerja untuk akad qardh. 
(2) Tidak dapat ditarik sampai dengan 5 hari kerja untuk giro 
dan tabungan berdasarkan akad wadiah. 
(3) Terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan 
atau bagi hasil sampai dengan 5 hari kerja untuk tabungan 
atau deposito berdasarkan akad mudharabah. 
(4) Terdapat tunggakan pembayaran pokok investasi sampai 
dengan 5 hari kerja dan atau rasio RBH terhadap BPH 
lebih besar dari 30% sampai dengan 3 periode pembayaran 
untuk pembiayaan mudharabah dan pembiayaan 
musyarakah, atau  
(5) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau margin 
sampai dengan 5 hari kerja untuk pembiayaan murabahah. 
3) Macet, apabila 
a) Bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM 
lebih rendah dari ketentuan yang berlaku. 
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b) Bank yang menerima penempatan telah ditetapkan dalam 
pengawasan khusus, telah dikenakan sanksi pembukuan 
seluruh kegiatan usaha, atau telah dicabut izin usahanya dan 
atau 
c) Penempatan pada bank lain memenuhi kondisi sebagai 
berikut: 
(1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok lebih dari 5 hari 
kerja untuk akad qardh. 
(2) Tidak dapat ditarik lebih dari 5 hari kerja untuk giro dan 
tabungan berdasarkan akad wadiah. 
(3) Terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan 
atau bagi hasil lebih dari  5 hari kerja untuk tabungan 
atauu deposito berdasarkan akad mudharabah. 
(4) Terdapat tunggakan pembayaran pokok investasi lebih 
dari 5 hari kerja dan atau rasio RBH terhadap PBH sama 
dengan atau lebih kecil dari 30% lebih dari 3 periode 
pembayaran untuk pembiayaan mudharabah dan 
pembiayaan musyarakah. 
(5) Terdapat tunggakan pembayaran pokokk dan atau margin 
lebih dari 5 hari kerjauntuk pembiayaan murabahah. 
 
 
 
 
37 
 
 
c. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah 
Menurut Dadan Muttaqien, sebab-sebab terjadinya pembiayaan 
bermasalah dapat berasal dari pihak bank, nasabah, dna pihak 
eksternal, yaitu sebgai berikut:18  
1) Dari pihak Internal Bank: 
a) Kebijakan Pembiayaan yang kurang tepat. 
b) Kuantitas, kualitas, dan integritas SDM yang kurang 
memadai. 
c) Memberikan perlakuan khusus kepada nasabah yang kurang 
tepat. 
d) Kelemahan organisasi, sistem, dan prosedur pembiayaan 
sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan  
wewenang dalam pemutusan persetujuan pemberian 
pembiayaan dan ketidakmampuan bank dalam melakukan 
identifikasi dan pengawasan terhadap pembiayaan 
bermasalah secara dini. 
e) Prasarana dan saranan lain yang tersedia kurang mendukung, 
baik yang berkaitan  dengan teknis pekerjaan maupun 
administrasinya. 
2) Dari Pihak Nasabah  
Sebab-sebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari 
nasabah terdapat pada setiap aspek pembiayaan, yaitu: 
 
                                                        
18  Dadan Muttaqien dan Fakhruddin Cikman, Peneyelesaian Sengketa Ekonomi 
Perbankan Syariah, Ctk. Pertama, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm.42. 
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a) Aspek Legal atau Yuridis 
Persyaratan Legal atau pembiayaan tidak terpenuhi, 
contoh: 
(1) Tidak dipenuhinya persyaratan tentang keaslian atau 
keabsahan dokumen-dokumen  pembiayaan (termasuk 
tindakan pemalsuan dokumen). 
(2) Tidak dipenuhinya persyaratan kewenangan dalam 
melaksanakantransaksi pembiayaan dengan bank. 
(3) Tidak dipenuhinya persyaratan izin-izin usaha yang 
diperlukan dan persyaratan status badan hukum. 
b) Aspek Manajemen Atau Karakter 
(1) Manajemen atau pengurus perusahaan tidak capable atau 
tidak profesional  
(a)  One man show 
(b)  Menggunakan power bisnis 
(c)  Merasa serba tau atau tidak tau sama sekali tentang 
       produk atau jasa yang akan di produksi atau dibuat 
(d)  Tidak bisa memimpin  
(e)  Lemah dalam perencanaan 
(2) Kesalahan dalam kebijakan pengembangan perusahaan 
(a)  Terlalu ekspansif 
(b)  Keberanian berspekulasi pada sektor usaha yang 
  bereesiko tinggi 
(c)  Penyimpangan dari core bisnisnya. 
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(3) Penyimpangan dari tujuan penggunaan pembiayaan 
dengan cara: 
(a)  Pembiayaan modal  kerja untuk investasi  
(b) Dana yang disediakan untuk produksi digunakan 
      untuk konsumsi. 
(c) Pembiayaan investasi sebenarnya digunakan untuk 
     membeli barang baru digunakan untuk membeli 
     barang bekas. 
(4) Karakter atau itikad yang tidak baik 
(a)  Melarikan diri setelah menarik pembiayaan 
(b) Memasulkan surat resmi, memasulkan tanda tangan,           
memalsukan catatan atau pembuktian, dan memalsukan 
usaha. 
(c)  Suka berjudi 
(d)  Pola hidup mewah dan tidak sebanding dengan 
       penghasilannya. 
(5) Turn over yang ditinggi di level manajemen dan atau 
terjadi perselisihan  intern, contoh: 
(a)  Seringkali dilakukan pergantian pemilik 
       atau penguruskunci  
(b)  Lemahnya kemampuan tenaga ahli yang ada 
(c)  Perusahaan dalam sengketa antara pemilik atau 
       pengurus atau pihak lain. 
(d)  Aspek financial 
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2. Mekanisme Penanganan Pembiayaan Mura>bahah Bermasalah  
Hubungan hukum antara nasabah dan bank syariah akan berjalan 
dengan baik dan lancar jika para pihak mentaati apa yang telah mereka 
sepakati dalam akad yang telah dibuat. Namun, apabila para pihak terdapat 
permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan akad, maka para pihak akan 
mencari penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapinya. 
Secara garis besar upaya penyelesaian permasalahan dalam 
pelaksanaa akad disebut juga dengan penanganan permasalahan, yang 
dikelompokkan dalam 2 (dua) tahapan yaitu upaya penyelamatan dan upaya 
penyelesaian. 
a. Upaya Penyelamatan 
Tahap pertama, disebut dengan upaya penyelamatan. Dalam tahap ini 
cenderung dan lebih fokus pada upaya tercapainya pembayaran kembali 
pembiayaan semistinya dengan cara cash collection (penagihan secara 
intensif ), rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan 
kembali) atau rectructuring (penataan kembali) atau dikenal pula dengan 
tahap pemenuhan atas prestasinya. Adapun yang dimaksud dengan 
mekanisme tersebut adalah:  
1. Penagihan secara intensif (cash collection) merupakan upaya pengihan 
secara intensif yang dilakukan bank kepada nasabah. Bank 
menghubungi nasabah dan menggunakan persuasif dalam 
membicarakan masalah penyelesaian pembiayaan. 
2. Penjadwalan kembali (rescheduling ) merupakanupaya penyelamatan 
upaya pembiayaan yang menyangkut perubahan jadwal pembayaran 
pokok margin dan atau tunggakan pembiayaan margin dan atau jangka 
waktu pembiayaan . 
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3. Persyaratan kembali (reconditioning) merupakan upaya penyelamatan 
pembiyaan dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan 
pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembiayaan, 
jangka waktudan atau persyaratanlain sepanjang tidak menyangkut 
perubahan maksimum pembiayaan. 
4. Penataan Kembali (rectructuring ) merupakan upaya yang dilakukan 
bank untuk menata kembali atau merestrukturisasi pembiyaannya agar 
nasabah dapat memenuhi kewajibannya. Tindakan ini dapat diberikan 
kepada nasabah yang mempunyai itikat baik untuk melunasi 
kewajibannya, yang berdasarkan pembuktian secara kuantitatif yang 
merupakanalternatif terbaik. 
b. Upaya Penyelesaian Pembiayaan 
Tahap kedua, penyelesaian pembiayaan cenderung terfakus pada 
tindakan untuk mengupayakan pembayaran kembali pembiayaan dengan 
mengeksekusi agunan, baik dengan melakukan cash collateral, penagihan 
kepada penjamin, pengambilalihan agunan oleh bank sendiri, penjualan 
secara sukarela atau penjualan agunan secara lelang. 
Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dan macet dalam 
praktik perbankan syariah dilakukan dengan cara yaitu: 
1. Diselesaikan melalui internal lembaga, dalam praktik diselesaiakan oleh 
bagian account officer/remedial /dibentuk tim task force penyelesaian 
sengketa, dapat dikatakan dalam bentuk “Perdamaian”. 
2. Diselesaiakan melalui Mediasi Perbankan. 
3. Diselesaikan melalui Arbitrase dan melalui Badan Arbitrase Syariah 
Nasional  ( BASYARNAS)  
4. Diselesaikan melalui Pengadilan Agama. 
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Dalam Al-Quran juga menjelaskan tentang bagaimana penyelesaian 
pembiayaan bermasalah yaitu: 
1. Surat Al-Baqarah (2) ayat 280  
                         
              
Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka 
berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan 
(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu 
mengetahui”. 
 
2. Surat Al-Baqarah (2) ayat 286 
                        
                       
                         
                              
                      
Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 
diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 
dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau 
hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, 
janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat 
sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya 
Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak 
sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan 
rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami 
terhadap kaum yang kafir." 
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Dalam Al-quran dijelaskan bahwa jika terdapat seseorang yang dalam 
kesulitan dalam hutang atau terlilit hutang maka Allah memerintahkan untuk 
memberikannya waktu sampai orang tersebut mampu untuk melunasinya, dan 
jika orang tersebut masih belum juga bisa melunasi maka beri tangguhan 
waktu sampai orang tersebut benar-benar bisa melunasinya, dan jika orang 
tersebut tidak sanggup untuk melunasi maka Allah memerintahkan untuk 
menghibahkan hutangnya tersebut, karena menyedekahkan (sebagian atau 
semua utang) lebih baik.  
Allah juga berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak 
membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sehingga 
alangkah lebih baiknya memberikan keringanan bagi seseorang yang dalam 
kesulitan atau terlilit hutang, dengan memberikan tangguhan waktu sampai ia 
benar-benar sanggup untuk melunasinya, dan jika ia benar-benar tidak 
mampu dan tidak sanggup untuk melunasinya maka sedekahkanlah/hibahkan, 
karena hal itu lebih baik jika dilakukan. 
C. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 
Sengketa adalah suatu permasalahan yang disebabkan adanya 
ketidakserasian atau kesesuaian antara suatu hal yang satu dengan yang 
lainnya atau dalam suatu perjanjian. Sedangkan sengketa ekonomi syraiah 
adalah sengketa ekonomi yang terjadi dalam bidang kegitan ekonomi syariah, 
seperti, zakat, infak, shodqoh, perceraian, perkawinan, dan kegiatan yang 
terjadi dalam bentuk kegiatan ekonomi seperti dalam perbankan syariah, 
perjanjian piutang dan lain-lain..  
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Sengketa pada dasarnya merupakan gangguan terhadap harmoni 
kepentingan manusia dimana hal tersebut disebabkan adanya kepentingan 
yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Seperti telah 
dikemukakan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk senantiasa 
menyelesaikan setiap sengketa yang ada terutama dalam sengketa kegiatan 
ekonomi. Walaupun tidak berarti bahwa setiap sengketa akan dapat 
diselesaikan, karena ada juga sengketa-sengketa yang memang tidak 
mencapai taraf penyelesaian sebagaimana yang diharapkan. Kondisi tersebut 
kemudian diupayakan untuk diatasi dengan melakukan reformasi hukum di 
bidang kegiatan ekonomi.19 
Memang persoalan sengketa dalam ekonomi syariah berdasarkan 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ditetapkan menjadi salah satu 
kompetensi pengadilan agama. Namun demikian, UU No.3 Tahun 2006 itu 
sejatinya hanya berkutat diwilayah perdata. 
Berkenaan dengan bisnis berdasarkan prinsip syariah yang 
berkembang pesat dekade ini, bisnis tersebut membuka ruang serta 
memungkinkan bagi siapa pun untuk terlibat didalamnya. Sebagai 
konsekuensi logisnya, kompetensi absolut peradilan agama sebagai salah satu 
pelaku kekuasaan kehakiman mengalami perubahan strategis sebagai respon 
atas perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyrakat. Perkembangan 
tersebut terutama menyangkut ekonomi syariah seiring kehadiran Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
                                                        
19  H. Eman Suparman, Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam 
Memeriksa dan Memutuskan Sengketa Bisnis Menurut Prinsip Syariah, (Jakart: Raja Grafindo, 
2016), hlm 45-48. 
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Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kompetensi absolut 
Pengadilan Agama dapat diketahui dari ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50. 
Pasal 49 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan 
berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di Tingkat 
Pertama antara orang-orng yang beragama Islam di bidang: 
1. Perkawinan; 
2. Waris; 
3. Wasiat; 
4. Hibah; 
5. Wakaf; 
6. Zakat; 
7. Infaq; 
8. Shadaqah, dan 
9. Ekonomi Syariah. 
Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 
menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa tidak dibatasi dibidang perbankan 
syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. 
Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mnyebutkan bahwa:  
1. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara 
sebagaimana dimaksud dalam pasal  49, khusus mengenai objek sengketa 
tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan 
Peradilan Umum. 
2. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek 
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sengketa tersebut diputuskan oleh Pengadilan Agama bersama-sama 
perkara sebagaimana dimksud dalam pasal  49. 
Penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 
menyebutkan “Cukup Jelas”. Sedangkan penjelasan ayat (2)ketentuan ini 
memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan 
sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang 
diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 apabila subjek 
sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.  
Berdasarkan ketentuan Pasal 49 beserta penjelasnnya tersebut, dapat 
dipahami bahwa subyek hukum dalam sengketa ekonomi syariah meliputi : 
1. Orang-orang yang beragama Islam 
2. Orang-orang yang beragama Islam namun mendudukkan diri terhadap 
hukum Islam 
3. Badan hukum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan hukum Islam 
Sedangkan Pasal 50 beserta penjelasannya menunjukkan bahwa asas 
personalitas ke Islaman terkait agama yang dianut oleh pihak yang 
bersengketa dalam sengketa keperdataan mengenai hak milik dikedepankan 
dalam menentukan kewenangan absolut peradilan yang menangani sengketa  
tersebut. Apabila para pihak yang bersengketa beragama Islam maka 
Peradilan Agama mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa 
tersebut. Ketentuna ini memiliki relevansi yang erat dengan penyelesaian 
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sengketa ekonomi syariah terkait jaminan kebendaan, semisal mengenai hak 
tanggungandan fiducia.20 
Persoalan yang muncul kemudian adalah tatkala Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2008Tentang Perbankan Syariah, menentukan dalam pasal 
55: 
(1) Penyelesaian perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam 
lingkungan Peradilan Agama. 
(2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain 
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa 
dilakukan sesuai dengan isi akad. 
(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh 
bertentangan dengan prinsip syariah. 
Adapun penjelasan Pasal 55 ayat (2) menyebutkan bahwa yang 
dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” 
adalah upaya sebagai berikut: 
1. Musyawarah 
2. Mediasi Perbankan 
3. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga 
arbitrase lain 
4. Melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. 
Apabila disimak dengan seksama, ternyata ketentuan Pasal 55 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariahbeserta 
                                                        
20 Abdul Ghani Abdullah, Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum 
(Rechtsschepping) bagi Para Hakim, dalam Jurnal Ahkam, Volume 8 No. 2, Jakarta: 2006, 
hlm.26-29 
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penjelasannya tersebut diatas, menunjukkan adanya reduksi kompetensi 
absolut Peradilan Agama dibidang perbankan syariah. Peradilan Agama yang 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mempunyai kompetensi 
menangani perkara ekonomi syariah yang didalamnya termasuk perkara 
perbankan syariah ternyata dikurangi oleh perangkat hukum lain yang 
notabene sebenarnya dimaksudkan untuk memudahkan penanganan perkara 
ekonomi syariah, khususnya di bidang perbankan syariah.21 
D. Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 
Berkaitan Dengan Pembiayaan Mura>bahah 
1. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mura>bahah 
a. Pertma  : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari’ah: 
1) Bank dan nasabah harus melakukan akad mura>bahah yang bebas 
riba.  
2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah 
Islam.  
3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang 
yang telah disepakati kualifikasinya.   
4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 
sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.  
5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.  
                                                        
21 Suparman, Eman, Perkembangan Doktrin Penyelesaian Sengketa di Indonesia, dalam 
Jurnal Ahkam, (Surakarta) Volume 3 No. 2, hlm 29-31. 
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6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah 
(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus 
keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara 
jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang 
diperlukan.   
7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut 
pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.   
8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad 
tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian  khusus dengan 
nasabah. 
9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 
barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus 
dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank 
b. Kedua : Ketentuan Mura>bahah kepada Nasabah: 
1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji  pembelian suatu 
barang atau aset kepada bank.  
2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli 
terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan 
pedagang.  
3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan 
nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang 
telah disepakatinya, karena secara hukum janji  tersebut 
mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak 
jual beli.  
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4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk 
membayar uang  muka saat menandatangani kesepakatan awal 
pemesanan.  
5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya 
riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.  
6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung 
oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada 
nasabah.  
7) Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari 
uang muka, maka  
a) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia 
tinggal membayar sisa harga.  
b) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank 
maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank 
akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak 
mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya. 
c. Ketiga : Jaminan dalam Murabahah:  
1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius 
dengan pesanannya.  
2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang 
dapat dipegang. 
d. Keempat : Utang dalam Murabahah:  
1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi 
murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang 
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dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. 
Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan 
keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk 
menyelesaikan utangnya kepada bank.  
2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran 
berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. 
3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah 
tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia 
tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta 
kerugian itu diperhitungkan. 
e. Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:  
1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda 
penyelesaian utangnya.  
2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau 
jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah 
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
f. Keenam :Bangkrut dalam Mura>bahah :  
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan 
utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi 
sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan. 
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2. Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian 
Piutang Mura>bahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar  
a. Pertama : Ketentuan Penyelesaian 
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh melakukan 
penyelesaian murabahah bagi nasabah yang tidak bisa 
menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu 
yang telah disepakati, dengan ketentuan:  
1) Obyek mura>bahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah 
kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati. 
2) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan. 
3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS 
mengembalikan sisanya kepada nasabah. 
4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang 
tetap menjadi utang nasabah. 
5) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka 
LKS dapat membebaskannya. 
b. Kedua : Ketentuan Penutup 
1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah 
Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.  
2)  Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika 
di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya. 
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3. Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan 
Kembali Tagihan Mura>bahah 
a. Pertama : Ketentuan Penyelesaian LKS boleh melakukan 
penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan mura>bahah bagi 
nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya 
sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:  
1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa. 
2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah 
biaya riil. 
3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan 
kedua belah pihak.  
b. Kedua  :  Ketentuan Penutup  
1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah 
Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 
musyawarah.  
Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika 
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya. 
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4. Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad 
Mura>bahah 
a. Pertama : Ketentuan Konversi Akad 
LKS boleh melakukan konversi dengan membuat akad 
(membuat akad baru) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/ 
melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang 
telah disepakati, tetapi ia masih prospektif, dengan ketentuan: 
1) Akad Mura>bahah dihentikan dengan cara: 
a) Obyek mura>bahah dijual oleh nasabah kepada LKS dengan 
harga pasar. 
b) Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil 
Penjualan. 
c) Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan 
itu dapat dijadikan uang muka untuk akad Ija>rah atau bagian 
modal dari mud}a>rabah dan musya>rakah. 
d) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa 
hutang tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya 
disepakati antara LKS dan nasabah. 
2) LKS dan nasabah eks-murabahah tersebut  dapat membuat akad 
baru dengan akad: 
a) Ija>rah al-Muntahiyah Bit Tamlik atas barang tersebut di atas 
dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 
tentang al-Ija>rah al-Muntahiyah Bi   Al-Tamlik 
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b) Mud}a>rabah dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 07/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mud}a>rabah (qirad}) atau 
c) Musya>rakah dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 08/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musya>rakah. 
b. Kedua : Ketentuan Penutup 
1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah 
Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 
musyawarah.  
2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 
jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah 
dan disempurnakan sebagaimana mestinya. 
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BAB III 
DESKRIPSI DATA PENELTIAN 
 
A. Gambar umum BMT KCS (KUBE Colomadu Sejahtera) 
1. Profil Lembaga KSPPS BMT KUBE Colomadu Sejahtera 
Baitul Maal wa Tamwil Kube Colomadu Sejahtera merupakan 
lembaga keuangan yang mengembangkan sistem muamalah syariah.1 
a) Nama      : BMT KCS (KUBE Colomadu Sejahtera) 
b) Badan Hukum  : Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan 
     Syariah 
c) No. Badan Hukum : 180/518/43/Tahun 2006 
d) Tanggal Badan Hukum   : 7 Oktober 2006 
e) NPWP      : Nomor 21.007.269.0-526.000 
f) SIUP      : Nomor 503.12/TD.SISPK/XIV/IV/2015 
g) TDP      : Nomor 113426500388 
h) Ijin Usaha KSPPS : 518.12.TD.SISPK/XIV/IV/2015 
i) Jangkauan Pelayanan : Provinsi Jawa Tengah  
j) Alamat Kantor   : Kompleks Ruko Colomadu Regency, Jl. 
Adi Soemarmo No. 200, Kec. Colomadu, 
Kab. Karanganyar 
k) Telp      : (0271) 7686530, 0851 0151 0105 
l) Fax       : (0271) 7686530 
m) Email       : kcs.bmt@gmail.com 
                                                        
1 Dokumentasi BMT KUBE Colomadu Sejahtera, data diperoleh dari pihak BMT KUBE 
Colomadu Sejahtera pada tanggal 18 Juli 2018, pukul 13.00 WIB. 
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2. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera 
BMT Kube Colomadu Sejahtera merupakan Koperasi Simpan 
Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang beroperasional di 
Kecamatan Colomadu Kab. Karanganyar. Keberadaanya diharapkan 
menjadi salah satu alternatif yang strategis dalam membangun dinamika 
perekonomian rakyat, khususnya bagi anggota dan masyarakat di 
Kecamatan Colomadu dan sekitarnya. 
Berkomitmen ikut ndil dalam menyukseskan program pemerintah, 
KSPPS BMT KUBE Colomadu Sejahtera bekerja sama dengan 
Departemen Sosial RI dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), 
mencoba menggarap  masyarakat kecil dalam bentuk KUBE (Kelompok 
Usaha Bersama) untuk bersama-sama memberdayakan dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan anggotanya. Pergerakannya adalah 
mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem 
Syariah untuk meningkatkan kualitas ekonomi anggota/pengusaha kecil. 
BMT melaksanakan dua macam kegiatan yakni kegiatan bisnis 
(baituttamwil) sebgai kegiatan utama dan kegiatan sosial (baitul maal) 
sebagai kegiatan penunjang. 
KSPPS BMT KUBE Colomadu Sejahtera memberikan layanan 
kepada anggota masyarakat mulai dari fungsi informasi/pendampingan, 
penyimpanan, penitipan, penyaluran pembiayaan, investasi dari para 
anggota, dan kegiatan lain dalam upaya memberikan layanan optimal 
sesuai kebutuhan anggotanya.2 
                                                        
2 Dokumentasi BMT KUBE Colomadu Sejahtera, data diperoleh dari pihak BMT KUBE 
Colomadu Sejahtera pada tanggal 18 Juli 2018, pukul 13.00 WIB. 
58 
 
 
Dalam pengelolaannya, KSPPS BMT KUBE Colomadu Sejahtera 
didukung oleh para pengurus, pengawas dan pengelola yang sebagian 
besar merupakan lulusan sarjana maupun sarjana muda, yang berorientasi 
pada pelayanan optimal demi kesejahteraan anggota. 
3. Visi, Misi dan Tujuan KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahatera 
a. Visi 
Menjadi Lembaga keuangan yang mandiri, seha, kuat dan 
terpercaya dalam melayani usaha anggota dan masyarakat sekitar 
menuju kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera, material dan 
spiritual. 
b. Misi 
Mewujudkan : 
 Gerakan Pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu 
rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi. 
 Gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan 
ekonomi rill dan kelembagaan menuju tatanan perekonomian yang 
makmur dan maju. 
 Gerakan keadilan Membangun struktur masyarakat madani yang 
adil berkemakmuran berlandaskan ekonomi syariah dengan Ridho 
Allah. 
c. Tujuan 
Meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan 
anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 
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4. Produk-Produk BMT KUBE Colomadu Sejahtera 
a. Produk Simpanan BMT KUBE Colomadu Sejahtera 
1) Simpanan Mandiri Sejahtera (SIMARA) 
Simpanan yang menarikan dan penyetorannya dapat 
dilakukan setiap saat selama jam buku kas di kantor. 
1) Manfaat: 
a) AMAN, sesuai prinsip Syariah 
b) BEBAS, administrasi dan pajak. 
c) DIJAMIN, saldo simpanan tidak berkurang. 
d) MUDAH, menggunakan layanan ATM (Angkat Telpon 
Mangkat). 
e) Siap jemput bola. 
2) Persyaratan:  
a) Mengisi formulir anggota. 
b) Melampirkan FC identitas (KTP/SIM). 
c) Membayar simpanan pokok Rp. 10.000. 
d) Setoran tabungan Minimal Rp. 5.000 atau sesuai 
program. 
2) Simpanan Pendidikan (SIDIKA) 
Simpanan yang diperuntukan umtuk kepentingan pendidikan. 
1) Manfaat : 
a) Bisa untuk perencanaan pendidikan. 
b) Aman dan terjamin. 
c) Bonus simpanan yang bersaing. 
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d) Siap jemput bola. 
2) Persyaratan: 
a) Mengisi formulir anggota. 
b) Melampirkan FC identitas (KTP/SIM). 
c) Membayar simpanan pokok Rp. 10.000. 
d) Setoran tabungan Minimal Rp. 5.000 atau sesuai 
program. 
e) Pengambilan hanya diperbolehkan pada saat untuk 
membayar spp/membeli perlengkapan sekolah. 
3) Simpanan Idul Fitri (SIDURI)  
Simpanan yang diperuntukan untuk persiapan hari Raya 
Idul Fitri dan dapat diambil pada saat atau sebelum 1 hari idul 
fitri. 
1) Manfaat: 
a) Bisa untuk merencanakan perencanaan hari idul fitri 
b) AMAN, sesuai prinsip Syariah. 
c) BEBAS, administrasi dan pajak. 
d) DIJAMIN, saldo simpanan tidak berkurang. 
e) MUDAH, menggunakan layanan ATM (Angkat Telpon 
Mangkat). 
f) Siap jemput bola. 
2) Persyaratan: 
a) Mengisi formulir anggota. 
b) Melampirkan FC identitas (KTP/SIM). 
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c) Membayar simpanan pokok Rp. 10.000. 
d) Setoran tabungan Minimal Rp. 5.000 atau sesuai 
program. 
e) Pengambilan hanya diperbolehkan pada saat akan 
mendekati hari raya/ tiga hari sebelum Idul Fitri. 
4) Simpanan Persiapan Nikah (SIPENI)  
Simpanan yang diperuntukan untuk persiapan Menikah 
dan dapat diambil pada saat atau sebelum menikah berlangsung. 
1) Manfaat: 
a) Bias untuk merencanakan pernikahan. 
b) AMAN, sesuai prinsip Syariah. 
c) BEBAS, administrasi dan pajak. 
d) DIJAMIN, saldo simpanan tidak berkurang. 
e) MUDAH, menggunakan layanan ATM (Angkat Telpon 
Mangkat). 
f) Siap jemput bola. 
2) Persyaratan: 
a) Mengisi formulir anggota 
b) Melampirkan FC identitas (KTP/SIM)  
c) Membayar simpanan pokok Rp. 10.000 
d) Setoran tabungan Minimal Rp. 5.000 atau sesuai 
program. 
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e) Pengambilan hanya diperbolehkan pada saat untuk 
membayar keperluaan atau membeli perlengkapan 
pernikahan. 
5) Simpanan Qurban (SIBAN) 
Simpanan yang diperuntukan untuk persiapan hari Qurban 
dan dapat diambil pada saat akan terlaksana pembelian hewan 
kurban atau bias diwujudkan hewan kurban di BMT apabila ada 
keperluan yang mendesak. 
1) Manfaat: 
a) Bias untuk merencanakan perencanaan hari idul fitri. 
b) AMAN, sesuai prinsip Syariah. 
c) BEBAS, administrasi dan pajak. 
d) DIJAMIN, saldo simpanan tidak berkurang. 
e) MUDAH, menggunakan layanan ATM (Angkat Telpon 
Mangkat). 
f) Siap jemput bola. 
2) Persyaratan: 
a) Mengisi formulir anggota. 
b) Melampirkan FC identitas (KTP/SIM).  
c) Membayar simpanan pokok Rp. 10.000. 
d) Setoran tabungan Minimal Rp. 5.000 atau sesuai 
program. 
3) Karakteristik: 
a) Besarnya setoran mengikuti harga hewan kurban. 
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b) Berdasarkan prinsip syari’ah dengan akad wadiah.  
6) Simpanan Simpanan Haji/Umrah (SIHAJI) 
Simpanan untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umroh. 
1) Manfaat: 
a) AMAN, sesuai prinsip Syariah dan terjamin.  
b) BEBAS, administrasi dan pajak. 
c) DIJAMIN, saldo simpanan tidak berkurang. 
d) MUDAH, menggunakan layanan ATM (Angkat Telpon 
Mangkat). 
e) Bonus yang bersaing. 
f) Fasilitas dana talangan haji. 
g) Siap jemput bola. 
2) Persyaratan: 
a) Mengisi formulir anggota. 
b) Melampirkan FC identitas (KTP/SIM).  
c) Membayar simpanan pokok Rp. 10.000. 
d) Setoran tabungan Minimal Rp. 5.000 atau sesuai 
program. 
7) Simpanan Berjangka (DEPOSIT)  
 Simpanan dengan jangka waktu tertentu yang di 
kelola berdasarkan prinsip mudharabah. Mudharabah adalah akad 
kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik 
dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua 
(pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan 
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dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian 
finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. (PSAK 105). 
1) Manfaat: 
a) AMAN, sesuai prinsip Syariah dan terjamin.  
b) Bagi hasil yang bersaing dan dapat dijadikan jaminan 
pembiayaan. 
c) Fasilitas automatic roll over (ARO) atau perpanjangan 
otomatis. 
d) Siap jemput bola. 
2) Persyaratan: 
a) Mengisi formulir anggota.  
b) Melampirkan FC identitas (KTP/SIM). 
c) Membayar simpanan pokok Rp. 10.000. 
3) Karakteristik: 
a) Jangka waktu yang fleksible : 3,6, dan 12 bulan. 
b) Dicairkan pada saat jatuh tempo bila dicairkan sebelum 
jatuh tempo akan dikenakan denda sesuai ketentuan. 
c) Minimal simpanan Rp 1.000.000. 
d) Bebas biaya administrasi dan pajak.3 
b. Produk Pembiayaan BMT KUBE Colomadu Sejahtera 
1)  Mudha>rabah 
Akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama 
(shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak 
                                                        
3 Dokumentasi BMT KUBE Colomadu Sejahtera, data diperoleh dari pihak BMT KUBE 
Colomadu Sejahtera pada tanggal 18 Juli 2018, pukul 13.00 WIB. 
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lainnya menjadi pegelola (mudha>rib). Keuntungan usaha dibagi 
menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan 
kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal, yaitu 
oleh pemilik modal.4 
2) Musya>rakah 
Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau 
lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak 
memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan 
dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan 
porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau asset 
nonkas yang diperkenankan oleh syariah.  
1) Manfaat:  
a) Untuk tambahan modal usaha. 
b) Bagi hasil sesuai kesepakatan. 
c) Biaya administrai ringan. 
3) Muraba>hah 
Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan 
harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah 
sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga 
perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang 
diperolehnya.  
1) Manfaat: 
a) Jual beli barang-barang konsumtif 
                                                        
4  Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga 
Keuangan syariah, (jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 173 
66 
 
 
b) Biaya renovasi rumah 
c) Margin sesuai kesepakatan 
d) Administrasi ringan  
4) Ija>rah  
Al Ija>rah berasal dari kata al ajru yang berarti al 
iwadhu (ganti). Ija>rah adalah akad pemindahan hak guna atas 
barang dan jasa, melalui upah pembayaran sewa, tanpa diikuti 
dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas 
barang itu sendiri. Ija>rah berarti lease contract dimana suatu bank 
atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (equispment) 
kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya 
yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (fixed charge). 
(PSAK 107) 
Contoh : 
Dana Talangan Haji  
Adalah Pinjaman dana untuk menutupi kekurangan dalam 
memperoleh porsi haji (nomor urutan keberangkatan). 
1) Syarat-Syarat Pengajuan Pinjaman: 
a) Membuka simpanan sukarela 
b) Mengisi formulir pengajuan pinjaman fotocopy KTP 
(suami dan istri) 
c) Fotocopy KK (Kartu Keluarga) 
d) Fotocopy surat nikah 
e) Fotocopy agunan (BPKB/Sertifikat) 
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f) Fotokopy STNK (untuk jaminan BPKB). 
2) Manfaat: 
a) Sewa Kios 
b) Biaya Pendidikan 
c) Biaya Pendaftaran Haji 
d) Bagi Hasil sesuai kesepakatan 
e) Biaya administrasi ringan 
5) Rahn 
Gadai atau al-rahn secara bahasa dapat diartikan sebagai (al-
stubut, al habs) yaitu penetapan dan penahanan.5 Istilah hukum 
positif di indonesia rahn adalah apa yang disebut barang jaminan, 
agunan, rungguhan, cagar atau cagaran dan tanggungan. Al-Rahn 
adalah salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang 
diterimanya. Barang tersebut memiliki nilai ekonomis. 
 Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh 
jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian 
piutangnya.  Pemilik barang gadai disebut rahin dan orang yang 
mengutangkan atau yang menahan barang disebut murtahin. 
6) Hawalah 
Secara etimologi, kata hawalah diambil dari kata tahwil yang 
berarti intiqal (perpindahan) atau dari kata ha’aul (perubahan), 
                                                        
5 Sayyid  Sabiq, Fiqh al-Sunnah al-Majadallad al-Tsalis, (Kairo: Dar al-fath lil I’lam al-
Arabi, 1990), hlm. 123. 
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yang dimaksud adalah mengalihkan kewajiban membayar utang 
kepada orang lain.6  
7) Qord  
 Qord secara bahasa merupakan bentuk masdar dari 
qaradha asy-syai’-yaqriduhu, bermakna al-Qath’u yang berarti 
memutuskan.7 
 Menurut Syafi’i Antonio qard adalah pemberian harta 
kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau 
dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. 8 
Menurut Bank Indonesia, qardh adalah akad pinjaman dari bank 
(muqridh) kepada pihak tertentu (muqtaridh) yang wajib 
dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. 
c. Baitul Maal 
1) BMT Peduli, dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun, meliputi 
santunan peduli dhuafa, peduli pendidikan, peduli syiar dan 
dakwah, peduli kesehatan dan tanggap bencana. 
2) Pengembangan ekonomi produktif dan capacity building. 
3) Fundrising. 
                                                        
6 Wahbah al-Zuahyly, al-Fiqh al Islam wa Adillatuh, Vol. 5 (Libanon: Dar al-Fikr, Beirut, 
1989), hlm. 162. Lihat juga, Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah,Vol.3 (Libanon: Dar al-Fikr, Beirut, 
1992), hlm. 217. 
7 Abdullah bin Muhammad ath-Thoyar, dkk. Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam 
Pandangan Empat Madzhab (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), hlm. 153. 
8Syafi’i Antonio, Bank  Syariah: Dari Teori Ke Praktek (Jakarta: Gema Insani, 2001), 
hlm. 282. 
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5. Struktur Organisasi KSPPS BMT KUBE Colomadu Sejahtera 
a. Pengurus KSPPS BMT KUBE Colomadu Sejahtera 
1) Ketua   : Suhardi, S.K.M., M.Sc  
2) Sekertaris  : Wawan Ridwan Muttaqin, S.K.M., M.Kes 
3) Bendahara   : Joko Partono, S.ST 
b. Pengawas KSPPS BMT KUBE Colomadu Sejahtera 
1) Koordinator  : Dr. H.A.R. Warsito, M.Pd 
2) Anggota  : Hj. Tri Wuryani, A.md 
3) Anggota  : Eni Setyowati, S.E., M.Si 
c. Dewan Pengawas Syariah (DPS) 
1) Koordinator  : Dr. H. Istadiyantha, M.S. 
2) Anggota  : Drs. H. Fathurrohim, M.Ag 
3) Anggota  : H. Laili Arif Jamaludin, Lc 
d. Pengelola KSPPS BMT KUBE Colomadu Sejahtera 
1) Head Office/SPI  : Ir. Eko Dewo Yuwono 
2) Manager    : Wahyu Setyorini, S.E. 
3) Accounting   : Aris Andi Riyanto, A.Md 
4) Customer Service/AdUm : Ria Trinawangsih, A.Md 
5) Kasir/Teller Pusat  : Sri Purwani, A.Md 
6) Kasir/Teller Cabang  : a)  Alfiah Hidayati 
  b)  Dyah Ayu 
7) Kabag. Marketing  : Rohmad Arosid, S.HI 
a) Staf Marketing  : 1. Agus Maryono 
         2. Muh. Arif Septianto, S.E 
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        3. Ira Urbayani, A.Md 
        4. Sri Lestari 
        5. Ali Muchtar, S.E 
        6. Pramono 
        7. Agus Narimo 
8) Security dan OB  : Sarwoto 
9) Divisi Baitul Maal  : Fajaruddin Al-Basir, S.Sos9 
B. Prosedur Pembiayaan Di BMT KUBE Colomadu Sejahtera 
1. Prosedur Pembiayaan BMT KUBE Colomadu Sejahtera 
a. Bagian Pembiayaan menjelaskan tentang prosedur, cara, syarat dan 
jenis pembiayaan. 
b. Anggota mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan melengkapi 
persyaratan administrasi awal sebagai syarat pengajuan pembiayaan. 
c. Pihak BMT KCS melakukan BMT check dan BI check 
d. Pihak BMT KCS melakukan survey ke tempat tinggal, tempat usaha, 
dan jaminan. 
e. Pihak BMT KCS melakukan wawancara dengan anggota dan ahli 
warisnya. 
f. Pihak BMT KCS melakukan analisa kelayakan pembiayaan  
g. Pihak BMT KCS melakukan rapat komite. 
h. Pihak BMT KCS menyetujui atau menolak pengajuan pembiayaan 
                                                        
9 Dokumentasi BMT KUBE Colomadu Sejahtera, data diperoleh dari pihak BMT KUBE 
Colomadu Sejahtera pada tanggal 18 Juli 2018, pukul 13.00 WIB. 
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i. Pengajuan pembiayaan yang disetujui baru dapat dilakukan realisasi 
pembiayaan dengan syarat seluruh persyartan administrasi harus 
terlebih dahulu dilengkapi.10 
2. Syarat dan Prosedur Realisasi Pembiyaan11 
a. Pembiayaan hanya bisa direalisasi apabila sudah memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut: 
1) Persyaratan administrasi lengkap yang meliputi: 
a) Surat atau Formulir Pengajuan Pembiayaan yang 
ditandatangani oleh yang bersangkutan dan ahli warisnya 
(suami/istri). 
b) Foto copy KTP yang bersangkutan masih berlaku serta 
menunjukkan aslinya dan merupakan suami/istri yang sah. 
c) Foto copy Kartu Keluarga yang sah dan masih berlaku serta 
menunjukkan yang aslinya. 
d) Foto copy Surat Nikah serta menunjukkan aslinya. 
e) Rekening PLN atau PDAM atau PBB yang aslinya. 
f) Surat-Surat Agunan/Jaminan yang sah dan masih 
berlakuserta memiliki kekuatan hukum dan tidak dalam 
persengketaan. 
g) Foto copy KTP Pemilik Agunan/Jaminan, apabila agunannya 
bukan milik sendiri serta menunjukkan aslinya. 
                                                        
10 Prosedur Operasional Standar Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT KUBE Colomadu 
Sejahtera, hlm. 26-27 
11 Ibid., hlm. 32-33 
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h) Surat Keterangan/Slip Gaji dari Bendahara bagi Karyawan 
Negeri/Swasta atau laporan Keuangan (Neraca, Laba Rugi 2 
tahun  dan 3 bulan terakhir) bagi Lembaga Usaha Berbadan 
Hukum. 
i) Surat Kuasa dari pemilik agunan apabila agunan bukan milik 
sendiri. 
j) BPKB disertai gesekan Nomor rangka dan mesin serta 
materai 1 lembar apabila agunan berupa mobil/motor. 
k) Kuasa Penjualan Barang yang dijadikan agunan. 
l) Denah rumah dan tempat usaha lengkap dengan alamat. 
2) Sudah ada surat persetujuan pembiayaan dari Komite 
Pembiayaan sesuai dengan besarnya plafon pembiayaan. 
3) Sudah ditanda tanganinya akad pembiayaana antara pihak 
Anggota, KSPPS BMT KUBE Colomadu Sejahtera, ahli waris, 
saksi atau dengan Notaris. 
b. Prosedur realisasi pembiayaan bagi Anggota: 
1) Komite Pembiayan yang diketahui Manager melakukan 
penelitian atas persyaratan administrasi, apabila belum 
lengkap, pihak Anggota harus melengkapi terlebih dahulu, 
apabila sudah lengkap dan memenuhi syarat baru boleh 
melakukan langkah berikutnya. 
2) Komite Pembiayaan membuat jadwal pembiayaan 
3) Dilakukan pemanggilan calon Anggota 
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4) Manager Pembiayaan atau petugas yang ditunjuk melakukan 
akad pembiayaan dengan anggota. 
5) Anggota mengisi surat berita acara serah terima agunan dan 
menyerahkan agunannya kepada pihak KSPPS BMT KUBE 
Colomadu Sejahtera. 
6) Membayar biaya adminnistrasi pembiayaan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku 
7) Transaksi realisasi pembiayaan 
8) Melakukan pengisian administrasi yang meliputi: 
a) Kartu Prestasi Anggota/mutasi pembiayaan. 
b) Kartu angsuran. 
c) Memasukkan data ke komputer. 
d) Menyerahkan kartu pembiayaan kepada anggota dan 
mengarsipkan data pembiayaan oleh bagian administrasi. 
C. Proses Pembiayaan Mura>bahah  di BMT KUBE Colomadu Sejahtera 
1. Proses Pembiayaan Mura>bahah   
Mura>bahah adalah akad penyedia barang berdasarkan sistem jual beli, 
dimana bank sebagai penjual yang menyediakan kebutuhan nasabah dan 
menjual kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah keuntungan  
(margin) yang disepakati. Pembayaran dapat dilakukan sekaligus saat jatuh 
tempo atau  cicilan dalam jangka waktu yang disepakati. 
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1. Negoisasi & Persyaratan 
 
    2. Akad Jual-Beli 
    6. Bayar 
              5.Terima Barang 
  3. Beli Barang           
      4. Kirim Barang &Dokumen 
Penjelasan Skema: 
a) Pertama, Nasabah mengajukan pembelian barang, pada saat itu 
juga nasabah menegoisasikan margin, harga barang, jangka waktu 
pembayaran, dan besarnya angsuran. 
b) Kedua, Mengecek tentang kemampuan perusahaan dalam 
membayar piutang mura>bahah. Dan membuat akad mura>bahah  
yang berisikan hal-hal agar rukun bisa dipenuhi dalam transaksi 
jual beli yang dilakukan. 
c) Ketiga, Setelah disahkannya akad mura>bahah, kemudian bank 
melakukan transaksi pembelian barang dengan pemasok/ suplier. 
Dengan bukti pembelian diserahkan ke bank. 
d) Keempat, Barang yang telah dibeli oleh bank bisa diantar langsung 
ke nasabah, atas nama bank. 
e) Kelima, Setelah nasabah menerima barang yang dimaksud, giliran 
nasabah mempunyai kewajiban untuk melunasi dengan menyicil  
setiap bulan sesuai dengan kesepakatan. 
 
 
BANK 
 
NASABAH 
Supplier 
Penjual 
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2. Mura>bahah  dengan Wakalah 
 
1. Pengajuan & Pemenuhan persyaratan 
2. Akad Wakalah 
            
5. Nasabah memberikan bukti kwitansi jual beli 
6. Akad Mura>bahah  & serah terima barang 
7. Nasabah bayar cicilan ke bank 
 
4. Kirim Barang 
 
3.  Beli barang/asset 
sebagai wakil bank 
Penjelasan Skema : 
a) Pertama, Nasabah mengajukan pembiayaan keapada pihak BMT. 
b) Kedua, PihakBMT akan melakukan proses analisis pembiayaan. Jika 
disetujia maka Atas asset sebagai objek Mura>bahah, jika bank tidak 
dapat melakukan pembelian secara langsung kepada suplier, maka 
dilakukan akad wakalah kepada nasabah. 
c) Ketiga, Nasabah sebagai wakil bank membeli barang/memesan barang 
dengan kriteria tertentu yang dibutuhkan sebagai modal atau investasi 
kepada suplier sesuai tujuan pembiayaan. 
d) Keempat, Suplier mengirimkan/menyerahkan aset/bukti pemesanan 
barang dengan kriteria tertentu kepada nasabah. 
e) Kelima, Atas aset yang telah dibeli/dipesan oleh Nasabah sebagai 
wakil bank maka nasabah memberikan bukti kwitansi jual-beli/bukti 
pemesanan dari suplier kepada bank. 
f) Keenam, Antar bank dan nasabah melakukan akad wakalah. 
g) Ketujuh, Pembayaran aset dapat dilakukan secara bulanan. 
Suplier 
Nasabah 
BMT 
KCS 
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D. Prosedur Mengajukan Pembiayaan Mura>bahah  di BMT KUBE 
Colomadu Sejahtera 
1. Syarat dan Ketentuan  
a) Menjadi anggota BMT KUBE Colomadu Sejahtera 
b) Mengisi formulir Permohonan Pembiayaan Mura>bahah   
c) Melampirkan Fotocopy KTP/SIM Suami Istri 
d) Melampirkan Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 
e) Melampirkan Fotocopy Surat Nikah 
f) Melampirkan Jaminan : 
 BPKB dan STNK 
 Sertifikat Hak Milik 
g) Bersedia di Survey  
2. Prosedur Mengajukan Pembiayaan mura>bahah BMT KUBE Colomadu 
Sejahtera 
a) Petugas  (Customer Service, Marketing, Manager) menerangkan 
jenis pembiayaan mura>bahah. 
b) Anggota mengisi formulir permohonan/pengajuan pembiayaan yang 
harus ditandatangani oleh pemohon dan ahli warisnya serta 
melengkapi syarat-syarat administrasi awal lainnya. 
c) Pengajuan pembiayaan tidak boleh diwakilkan. 
d) Setelah surat Permohonan Pembiyaan diregistrasi, Manajer 
menugaskan Marketing Bagian Financing untuk melakukan survey 
ke rumah calon Anggota, tempat usaha, dan jaminannya.12 
                                                        
12 Prosedur Operasional Standar Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT KUBE..., hlm. 29 
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3. Prosedur Survey 
a) Setelah persyaratan administrasi awal lengkap baru dapat 
dilakukan survey. 
b) Survey dilakukan oleh Marketing Finance atas penugasaan dari 
Manager dengan membawa perangkat maksimal satu hari setelah 
berkas survey lengkap dengan proses survey maksimal 3 hari. 
c) Petugas survey melakukan verifikasi data ke Kantor Desa/ 
Kelurahan atau RT setempat tentang nama, alamat, asal-usul dan 
status kependudukannya (asli, pendatang, tidak teteap) dan tempat 
tinggalnya (milik sendiri, numpang, atau sewa). 
d) Petugas survey melakukan survey ke rumahnya sesuai dengan 
alamat yang diberikan tentang kebenaran alamat, kondisi rumah, 
perabotan, kekayaannya, jumlah keluarga yang menjadi 
tanggungannya. 
e) Petugas survey melakukan survey lingkungan yaitu mencari data 
dari beberapa tetangga tentang perilaku, akhlak, ibadah, 
usahanya, kekayaannya, hutangnya dan sebagainya. 
f) Petugas survey melakukan survey ke tempat usaha atau tempat 
pembelian barang yang mau dijadikan objek pembiayaan, tentang 
kebenaran alamat, tempat usaha, jenis usaha, volume usaha, 
omset usaha, siapa saja yang datang menagih hutang, prospek 
usaha dan sebagainnya atau harga barang dan kualitasnya serta 
varian subtitusinya. 
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g) Petugas survey melakukan survey atas barang atau harta yang 
akan dijadikan jaminan tentang kebenarannya, kualitasnya, 
statusnya, harga resmi dari BPN dan harga di pasaran, letaknya, 
dan sebagainya. 
h) Hasil survey diserahkan ke Manager. 
4. Prosedur Wawancara 
a) Setelah persyaratan administrasi awal lengkap dan hasil survey 
juga sudah lengkap, Manager sebagai Ketua Komite Pembiayaan 
melakukan jadwal wawancara dengan calon Anggota. 
b) Manager atau Komite Pembiayaan melakukan wawancara dengan 
Anggota. 
c) Wawancara difokuskan pada penggalian data 5C dan dibantu 
dengan Interview Guide. 
d) Menganalisis hasil wawancara untuk membuat bahan keputusan. 
5. Prosedur Analisa Pembiayaan 
Analisis Pembiayaan harus mengacu pada tiga faktor utama, yaitu: 
a) Faktor Internal, yaitu mengacu pada tingkat kemampuan 
keuangan BMT KCS dengan berpedoman pada rasio Likuiditas, 
Proyeksi Cashflow, dan Legal Landing Limit. 
b) Faktor Koternal, yaitu mengacu pada akhlaq atau karakter 
Anggota, anggunan yang diberikan atau kredibilitas lembaga 
penjaminan, kapasitas usaha, prospek usaha, kemampuan 
keuangan Anggota, beban keuangan yang sedang ditanggung 
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Anggota, dan riwayat/catatan tentang hutang-hutang yang telah 
dilakukan (5C, 5P, 3R). 
c) Faktor Eksternal, yaitu mengacu pada trend/kecenderungan pasar 
tentang produk, kemassan, metode pemasaran, perubahan harga, 
dan kemungkinann risiko postmajor.13 
E. Mekanisme Penanganan Pembiayaan Mura>bahah Bermasalah Di BMT 
KUBE Colomadu Sejahtera  
Sengketa permasalahan yang terjadi di dalam BMT KUBE Colomadu 
Sejahtera ini pada dasarnya sengketa pembiayaan syariah, baik melalui akad 
mura>bahah, mudha<rabah, ataupun musya<rakah. Pada dasarnya timbulnya 
pembiayaan bermasalah macet (macet) tidak terjadi secara tiba-tiba 
melainkan sering didahului oleh tanda-tanda penyimpangan seperti 
keterlamabatan pembayaran  angsuran yang kemudian menyebabkan 
timbulnya pembiayaan bermasalah. 
Tipe orang yang melakukan pembiayaan itu biasanya berbeda-beda, 
jadi pihak BMT harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu, biasanya 
dilakukan melalui via telfon, sms atau wa. Pemberitahuan ini dilakukan 
ketika terjadi keterlambatan tiga hari sampai satu minggu. Apabila hal 
tersebut masih belum melakukan angsuran, maka pihak BMT melakukan 
Penagihan. Penagihan berfungsi untuk mengingatkan kepada debitur  bahwa 
                                                        
13 Prosedur Operasional Standar Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT KUBE..., hlm. 30 
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dia mempunyai pembiayaan di BMT tersebut. Pengaihan bisa dilakukan 
melalui via telfon, wa , sms maupun langsung datang ke rumah debitur.14 
Di dalam pembiayaan mura>bahah, pembiayaan bermasalah di 
klasifikasikan ke dalam beberapa kategori, diantaranya : 
1. Kurang Lancar  
Pembiayaan dikatakan kurang lancar apabila tunggakan angsuran (harga 
jual) selama 1-3 bulan. 
2. Diragukan  
Pembiayaan dikatakan diragukan apabila terdapat tunggakan angsuran 
(harga jual) selama 4-6 bulan. 
3. Macet  
Pembiayaan dikatakan macet apabila terdapat tunggakan angsuran (harga 
jual)  lebih dari 6 bulan. 
Beliau juga menjelaskan tentang terjadinya kemacetan didalam 
pembiayaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : 
1. Adanya Itikad Tidak Baik Dari Nasabah 
Tidak baik terindikasi dari seringnya terjadi penundaan pembayaran 
walaupun secara pengamatan nasabah mampu untuk membayar. Fakta 
yang sering terjadi adalah keuntungan yang didapat nasabah dari 
usahanya seharusnya disisihkan untuk pembayaran angsuran, tetapi 
digunakan untuk keperluan lain. 
 
 
                                                        
14 Bapak Rohmad Arosid, Kabag. Marketing BMT KUBE Colomadu Sejahtera, 
wawancara pribadi, 7 Juni 2018. 
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2. Faktor Karakter 
Hal ini nasabah memiliki karakter yang tidak amanah, (tidak jujur dalam 
memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya) dan kurang 
bertanggung jawab serta tidak mau atau beritikad tidak baik. 
3. Faktor Ekonomi 
Kondisi ekonomi bisa menyebabkan pembiayaan bermasalah 
dikarenakan kondisi ekonomi bisa menjadi hambatan dalam pembiayaan. 
Misalnya usaha terkendala, terkena PHK, yang akhirnya ekonomi 
menjadi menurun. 
Tambahnya, agar pihak debitur/nasabah melaksanakan kewajibannya 
dalam melakukan penagihan pihak bank tidak harus menunggu jatuh tempo 
melainkan sebelum jatuh tempo angsuran, apabila terjadi pembiayaan 
mura>bahah bermasalah, agar dapat diperoleh hasil yang optimal sesuai 
dengan tujuan dari pemberian pembiayaan tersebut, berikut cara 
penanganannya :15 
1. Pendekatan Personal Nasabah 
Melakukan pendekatan kepada anggota, hal ini dilakukan untuk 
mengetahui kondisi sebenarnya daari anggota. Membicarakan dengan 
baik penyebab dan solusi permasalahan angsuran pembiayaan. 
 
 
                                                        
15  Bapak Rohmad Arosid, Kabag. Marketing BMT KUBE Colomadu Sejahtera, 
wawancara pribadi, 7 Juni 2018. 
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2. Melalui Kunjungan/ Silaturrahim 
Kebijakan ini dilakukan dengan cara berkunjung kerumah nasabah yang 
dikategorikan bermasalah, tujuannya untuk melihat langsung prospek 
usaha nasabah dan sejauh mana nasabah tersebut bisa memenuhi 
kewajibannya unruk membayar angsuran. Setelah didapat gambaran yang 
sebenarnya tentang kondisi nasabah, maka pihak BMT KUBE Colomadu 
Sejahtera bisa memberikan solusi jalan keluarnya. 
3. Penagian Pembiayaan Secara Intensif  (Collection) 
Penagihan atas angsuran nasabah yang belum jatuh tempo mulai tiga hari 
sampai satu minggu. Aktivitas Penagihan dilakukan dengan cara kontak 
via sms, via telepon, dan jika diperlukan dapat berkunjung ke tempat 
nasabah. Tujuannya adalah untuk menjaga dan memelihara kedisiplinan 
dan ketertiban pelaksanaan pembayaran kewajiban nasabah sesuai 
dengan jadwal pembayaran cicilan yang terutang dalam akad. Selain itu, 
penyelesaian ini juga dilakukan sebagai bentuk antisipasi dari pihak bank 
akan kerugian yang diakibatkan dari tertundanya kewajiban nasabah. 
4. Memberikan Surat Peringatan (SP) 
Surat Peringatan  (SP) yang dilakukan oleh BMT KUBE Colomadu 
Sejahtera, mualai dari SP 1, SP 2, SP 3. Jarak atau ukuran dari SP 1 
adalah 1 minggu dari SP itu diberikan. Apabila SP 2 tidak ada 
penyelesaian maka dikeluarkannya SP2, jarak SP 2 adalah 1 minggu 
sama dengan SP 1. Apabila SP 2 tidak dilakukannya penyelesaian maka 
dikeluarkannya SP 3, Jarak SP 3 adalah 1 bulan.  
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5. Melakukan Konsolidasi 
Pihak BMT semaksimal mungkin melakukan pendekatan kepada nasabah 
dalam betuk Konsolidasi (Kekeluargaan). 
6. Mengundang Pihak Debitur untuk Datang ke Kantor 
Hal ini dilakukan guna bermusyawarah untuk memperoleh 
kesepakatan antara pihak bank dan pihak debitur dimana masing-masing 
saling ridha. Upaya yang dilakukan untuk membantu nasabah agar dapat 
menyelesaikan kewajibannya antara lain melalui :  
a) Penjadwalan Kembali (rescheduling). 
Perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau 
jangka waktunya. Dilakukan dengan cara; 
Contoh: Seorang nasabah awalnya melakukan pembiayaan 
Rp. 6.200.000 selama satu tahun (12 bulan), dengan angsuran 
perbulan Rp. 517.000 sudah diangsur selama 4x (bulan), masih sisa 
Rp. 4.134.000 tetapi setelah bulan selanjutnya debitur mengalami 
kesulitan dalam menjalankan kewajibannya, maka oleh pihak bank 
menjadwalkan kembali dari sisa yang belum terbayar Rp. 4.134.000 
dengan perpanjangan waktu satu tahun (12 bulan)  dengan angsuran 
setiap bulan Rp. 344.500. 
Hal ini dilakukan pihak bank agar nominal angsuran perbulan 
menjadi kecil dan mempermudah debitur untuk melaksankan 
kewajibannya kepada pihak bank. 
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b) Persyaratan Kembali  (Reconditioning) 
Persyaratan Kembali yaitu perubahan sebagaian atau seluruh 
persyaratan pembiayaan tanpa menambahh sisa pokok kewajiban 
nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, Contohnya meliputi: 
(1) Perubahan Jadwal Pembayaran  
(2) Perubahan Angsuran  
(3) Perubahan Jangka Waktu 
(4) Perubahan Nisbah dalam pembiayaan mudha<rabah ataupun 
musya<rakah 
(5) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudha<rabah 
atau musya<rakah 
(6) Pemberian Potongan 
c) Penataan Kembali/ Pengulangan Akad Baru (Restructuring)  
Penataan kembali dilakukan dengan melakukan perubahan 
perjanjian pembiayaan yang baru untuk mempermudah debitur 
dalam melaksankan kewajibannya. Hal tersebut dilakukan dengan 
memanggil pihak debitur, kemudian di dibuat akad baru dan dengan 
perjanjian akad yang baru juga. Pengulangan akad bisa dilakukan 
dengan tanpa penambahan jaminan baru. 
           Contoh: 
(1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank 
(2) Konversi akad Pembiayaan 
(3) Konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah 
berjangka waktu menengah 
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(4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara 
pada perusahaan nasabah. 
7. Lelangan Jaminan 
Pelelangan merupakan jalan yang terakhir dilakukan oleh pihak 
BMT KUBE Colomadu Sejahtera. Jika dilihat dari debiturnya sudah 
tidak ada indikasi niat baik, tidak aktif, susah/tidak bisa dihubungi, dan 
memang beberapa tahap tersebut tidak berhasil, maka pihak BMT KUBE 
Colomadu Sejahtera berhak memegang jaminannya tanpa harus 
menunggu jatuh tempo. Hal ini dilakukan juga dengan alasan agar pihak 
debitur tidak semakin susah karena tunggakannya semakin banyak. 
Sebelum ke langkah lelang pihak BMT melaporkan ke kantor Pengadilan 
Negeri tempat wilayah kantor BMT berada. Jika telah memasuki 
pelelangan, maka di daftarkan ke Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang 
Negara (KP2LN). Dasar dari pelelangan ini adalah adanya akad 
pembiayaan, jadwal angsuran yang macet dan surat peringatan 1,2,3 
sebagai syarat administrasi pelelangan. 
Hasil lelang tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang-
hutang debitur kepada pihak bank. Apabila hasil lelang tersebut melebihi 
dari hutang-hutang pihak debitur, maka sisanya akan dikembalikan 
kepada pihak debitur. Tetapi jika masih kurang maka sesuai dengan 
kebijakan manajemen pihak BMT KUBE Colomadu Sejahtera. 
8. Melalui Jalur Hukum Pengadilan Negeri 
Apabila pembiayaan bermasalah tersebut, setelah melakukan 
beberapa tahapan masih belum mendapati jalan keluar maka pembiayaan 
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bermasalah tersebut akan diselesaikan dengan jalur hukum di Pengadilan 
Negeri tempat bank tersebut berada. 
 
Tabel 1 
Data Jumlah Nasabah Pembiayaan Mura>bahah  di BMT KUBE 
Colomadu Sejahtera Periode Januari – Juli 2018 
 
No. Kategori Nasabah Jumlah Nasabah 
1. Lancar  499 Orang 
2. Kurang Lancar (Dibawah 3 Bulan) 195 Orang 
3. Diragukan  3 Orang 
4. Macet (Diatas 6 Bulan) 42 Orang 
Jumlah Debitur Pembiayaan Mura>bahah 739 Orang 
Sumber : hasil wawancara dengan bapak Rohmad Arosid selaku kabag 
marketing di BMT KUBE Colomadu Sejahtera Jumat, 6 Juli 2018. 
 
Keterangan: 
1. Yang melakukan Pembiayaan mura>bahah  Kategori Lancar mencapai 499 
nasabah dari 739 nasabah yang melakukan pembiayaan mura>bahah. 
2. Yang melakukan Pembiayaan mura>bahah Kategori Kurang Lncar 
mencapai 195 nasabah dari 739 nasabah yang melakukan pembiayaan 
mura>bahah. 
3. Yang melakukan Pembiayaan mura>bahah  Kategori Diragukan mencapai 
3 nasabah dari 739 nasabah yang melakukan pembiayaan mura>bahah. 
4. Yang melakukan Pembiayaan mura>bahah  Kategori Macet mencapai 42 
nasabah dari 739 nasabah yang melakukan pembiayaan mura>bahah. 
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Tabel Diagram 2 
Data Jumlah Nasabah Pembiayaan Mura>bahah  Bermasalah di BMT KUBE 
Colomadu Sejahtera Periode Januari – Juli 2018 
 
Keterangan: 
1. Kurang Lancar 
Yang melakukan Pembiayaan mura>bahah  Kategori Kurang Lancar 
mencapai 195 nasabah dengan warna Merah dari 739 nasabah yang 
melakukan pembiayaan mura>bahah dengan warna Biru. 
2. Diragukan 
Yang melakukan Pembiayaan mura>bahah  Kategori Diragukan 
mencapai 3 nasabah dengan warna Merah dari 739 nasabah yang 
melakukan pembiayaan mura>bahah dengan warna Biru. 
3. Macet 
Yang melakukan Pembiayaan mura>bahah  Kategori Macet mencapai 42 
nasabah dengan warna Merah dari 739 nasabah yang melakukan 
pembiayaan mura>bahah dengan warna Biru. 
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4. Total Pembiayaan Bermasalah 
Total Pembiayaan mura>bahah bermasalah dengan jumlah 240nasabah 
dengan warna merah  dari 739 nasabah yang melakukan pembiayaan 
mura>bahah. 
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BAB IV 
ANALISI DATA 
 
A. Analisis Mekanisme Penanganan Pembiayaan Mura>bahah Bermasalah 
di BMT KUBE Colomadu Sejahtera  
Pembiayaan bermasalah adalah suatu hal yang tidak diinginkan 
oleh lembaga keuangan manapun termasuk di BMT. Pembiayaan 
bermasalah terjadi ketika anggota yang melakukan pembiayaan 
mengingkari perjanjian untuk membayar angsuran atau tidak membayar 
seluruh utang pembiayaan beserta margin pada saat jatuh tempo, sehingga 
terjadi keterlambatan pembayaran angsuran atau sama sekali tidak ada 
pembayaran. 
Permasalahan yang timbul dari pembiayaan mura>bahah di BMT 
KUBE Colomadu Sejahtera tidaklah terjadi secara tiba-tiba, melainkan 
diawali dengan tanda-tanda penyimpangan, seperti keterlambatan 
pembayaran angsuran yang menyebabkan pembiayaan bermasalah. 
Penyebab timbulnya pembiayaan bermasalahpun juga bermacam-macam 
seperti adanya itikad tidak baik dari nasabah, nasabah memiliki karakter 
yang tidak amanah dan kurang bertanggung jawab, serta kondisi ekonomi 
yang menjadi hambatan dalam memenuhi kewajibannya terhadap pihak 
BMT KUBE Colomadu Sejahtera. 
Pembiayaan yang bermasalah jika dilihat dari segi 
produktivitasnya menghasilkan pendapatan bagi bank sudah berkurang 
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atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Maka dari segi 
bank itu sendiri, sudah tentu mengurangi pendapatan dan memperbesar 
biaya cadangan. Pembiayaan yang bermasalah juga akan mempengaruhi 
perputaran modal dan menyangkut juga tentang kepercayaan para pemilik 
dana yang menanamkan modalnya didalam suatu bank atau lembaga 
keuangan, yang pada akhirnya dapat mengganggu likuditas keuangan yang 
harus dijaga oleh setiap bank atau lembaga keuangan.  
Secara umum menurut penulis prosedur mekanisme penanganan 
pembiayaan mura>bahah bermasalah yang dilakukan oleh pihak BMT 
KUBE Colomadu Sejahtera sudah baik, yaitu mekanisme penanganannya 
diawali dengan pendekatan-pendekatan, kunjungan/silaturrahim, 
penagihan pembiayaan, memberikan surat peringatan (SP), melakukan 
konsolidasi, kemudian dilanjutkan dengan mengundang pihak debitur 
untuk datang ke kantor untuk bermusyawarah guna dilakukannya 
penjadwalan kembali (rescheduling) dan penataan kembali (restructuring) 
yang didalamnya memunculkan dan memiliki prinsip kesyariahannya. 
Tetapi selain dengan menggunakan prosedur mekanisme 
penyelesaian, untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah pihak 
BMT harusnya lebih teliti dalam memutuskan calon nasabah pembiayaan 
mura>bahah yang nantinya akan disetujui pembiayaannya, dan juga harus 
mengetahui kondisi nasabahnya, yaitu dengan : 
1. Mengetahui informasi tentang data-data dari calon nasabahnya agar 
nantinya mengetahui karakter yang dimiliki dari setiap calon nasabah. 
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2. Sebelum memberikan sebuah pembiayaan mura>bahah kepada nasbah 
setidaknya pihak BMT harus dapat mengetahui dan memahami bahwa 
nasabah telah benar-benar paham akan tata cara yang diterapkan oleh 
perbankan syariah. 
3. Melakukan survey, survey salah satu pembiayaan Mura>bahah pihak 
BMT khususnya bagian Marketing Financing harus melakukan 
pendekatan pada anggota dengan mengunjungi rumah anggota untuk 
melakukan wawancara. Tujuannya untuk mengetahui karakter, 
pekerjaan, lingkungan, dan latar belakang anggota. 
Selain itu seharusnya nasabah juga paham betul terhadap akad 
perjanjian yang telah disepakati dan ditandatanganinya, agar tidak 
memunculkan kesalahpahaman ataupun permasalahan dikemudian hari 
sehingga dapat meminimalisir terjadinya perselisihan ataupun 
permasalahan yang ada. 
B. Tinjauan Fatwa DSN-MUI Terhadap Mekanisme Penanganan 
Pembiayaan Mura>bahah Bermasalah di BMT KUBE Colomadu 
Sejahtera 
BMT KUBE Colomadu Sejahtera merupakan lembaga keuangan 
yang bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif 
dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi bagi pengusaha kecil 
dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang 
pembiayaan kegiatan ekonomi, maka dengan demikian segala kegiatan 
yang dilakukan oleh BMT KUBE Colomadu Sejahtera harus berpegang 
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teguh dan mentaati segala aturan/ketentuan yang telah dikeluarkan oleh 
Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang dikenal dengan fatwa Dewan 
Syariah Nasional  (DSN). Fatwa inilah yang digunakan sebagai referensi 
atau rujukan  dalam menjalankan segala kegiatan di perbankan syariah 
atau lembaga keuanagan syariah. 
Yang termasuk dalam kategori pembiayaan bermasalah di BMT 
KUBE Colomadu Sejahtera dikelompokkan berdasarkan kolektibitasnya, 
diantaranya : 
1. Kurang Lancar  
Pembiayaan dikatakan kurang lancar apabila tunggakan angsuran 
(harga jual) selama 1-3 bulan. 
2. Diragukan  
Pembiayaan dikatakan diragukan apabila terdapat tunggakan angsuran 
(harga jual) selama 4-6 bulan. 
3. Macet  
Pembiayaan dikatakan macet apabila terdapat tunggakan angsuran 
(harga jual)  lebih dari 6 bulan. 
Hal ini dibuat agar mempermudah pihak BMT KUBE Colomadu 
Sejahtera dalam mengambil tindakan dalam hal pencegahan dan 
penanganannya. 
Pihak BMT KUBE Colomadu Sejahtera menggunakan mekanisme 
yang dilalui dengan beberapa tahapan. Dalam penyelesaian pembiayaan 
bermasalah ini penulis melihat bahwa BMT KUBE Colomadu Sejahtera 
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sudah mengacu pada Fatwa DSN-MUI. Fatwa-fatwa tersebut diantaranya 
adalah Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian 
Piutang Mura>bahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, Fatwa DSN-
MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan 
Mura>bahah, Fatwa DSN-MUI No.49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi 
Akad Mura>bahah. 
1. Kesesuaian Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang 
Penyelesaian Piutang Mura>bahah Bagi Nasabah Tidak Mampu 
Membayar  
a. Kesesuaian pada fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 
Tentang Penyelesaian Piutang Mura>bahah Bagi Nasabah Tidak 
Mampu Membayar 
1) Sesuai dengan point pertama, BMT KUBE Colomadu 
Sejahtera menjual obyek mura>bahah atau jaminan lainnya 
dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga 
pasar yang disepakati. 
2) Sesuai dengan point kedua, hasil dari penjualan objek nasabah 
digunakan untuk melunasi sisa utangnya kepada pihak BMT 
KUBE Colomadu Sejahtera. 
3) Sesuai dengan point ketiga, apabila hasil penjualan melebihi 
sisa hutang maka pihak BMT Kube Colomadu Sejahtera juga 
mengembalikan sisanya kepada nasabah. 
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4) Sesuai dengan point keempat, apabila hasil penjualan lebih 
kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang 
nasabah kepada pihak BMT KUBE Colomadu Sejahtera. 
5) Sesuai dengan point kelima, apabila nasabah tidak mampu 
membayar sisa utangnya, maka pihak BMT dapat 
membebaskannya atau sesuai dengan kebijakan yang diambil 
oleh pihak BMT KUBE Colomadu Sejahtera. 
6) Sesuai dengan ketentuan penutup bahwa, jika salah satu pihak 
tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan 
diantara pihak-pihak terkait, maka penyelesainnya dilakukan 
melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak 
tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
2. Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan 
Kembali Tagihan Mura>bahah 
a. Kesesuaian pada fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 
Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Mura>bahah 
1) Sesuai dengan point pertama, BMT KUBE Colomadu 
Sejahtera dalam melakukan penjadwalan kembali juga tidak 
menambah jumlah tagihan yang tersisa. 
2) Sesuai dengan point ketiga, pihak BMT KUBE Colomadu 
Sejahtera dalam melakukan perpanjangan masa pembayaran 
juga berdasarkan kesepakatan pihak nasabah (kedua belah 
pihak). 
95 
 
3) Sesuai dengan ketentuan penutup bahwa, jika salah satu pihak 
tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan 
diantara pihak-pihak terkait, maka penyelesainnya dilakukan 
melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak 
tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
b. Ketidak Kesesuaian pada fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-
MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Mura>bahah 
1) Tidak Sesuai dengan point kedua, bahwa pihak BMT tidak  
melakukan pembebanan biaya dalam proses penjadwalan 
kembali. 
3. Fatwa DSN-MUI No.49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad 
Mura>bahah 
LKS boleh melakukan konversi akad (membuat akad baru) bagi 
nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan 
Mura>bahah-nya sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati. 
a. Kesesuaian Fatwa DSN-MUI No.49/DSN-MUI/II/2005 Tentang 
Konversi Akad Mura>bahah 
1) Sesuai dengan point pertama, tentang akad mura>bahah 
dihentikan  dengan cara meliputi, obyek mura>bahah dijual oleh 
nasabah kepada pihak BMT KUBE Colomadu Sejahtera, 
Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada BMT dari hasil 
penjualan, Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka 
kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad Ija>rah atau 
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bagian modal dari mud}a>rabah dan musya>rakah, Apabila hasil 
penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap 
menjadi utang nasabah kepada pihak BMT KUBE Colomadu 
Sejahtera yang pelunasannya disepakati antara pihak BMT dan 
nasabah. 
2) Sesuai dengan point kedua, pihak BMT dan nasabah ex- 
mura>bahah membuat akad baru dengan akad yang meliputi, 
Ija>rah al-Muntahiyah Bit Tamlik atas barang tersebut diatas 
dengan merujuk kepada fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-
MUI/III/2002 tentang Al-Ija>rah al-Muntahiyah Bit Tamlik, 
Mud}a>rabah dengan merujuk kepada fatwa DSN-MUI No. 
07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mud}a>rabah (qirad), 
Musya>rakah dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 08/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musya>rakah. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berbagai cara pasti akan dilakukan oleh lembaga keuangan agar 
tidak terjadi pembiayaan macet yang dialami oleh nasabahnya. Karena 
pembiayaan bermasalah akan mempengaruhi kinerja suatu lembaga 
keuangan. 
1. Mekanisme Penanganan Pembiayaan Mura>bahah Bermasalah di BMT 
KUBE Colomadu Sejahtera adalah: 
a) Dengan melakukan pendekatan-pendekatan baik personil, 
kekeluargaan maupun pihak ketiga yang bersangkutan dengan 
debitur. Hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang 
sedang terjadi pada anggota serta memberikan solusinya. 
b) Penagihan secara intensif (collection). 
c) Memberikan Surat Peringatan (SP) baik 1, 2, maupun 3 kepada 
debiur. 
d) Mengundang pihak debitur untuk datang ke kantor. Upaya yang 
dilakukan untuk membantu nasabah agar dapat menyelesaikan 
kewajibannya dengan Penjadwalan Kembali (rescheduling) dan 
Penataan Kembali/ Pengulangan Akad Baru (restructuring). 
e) Lelangan Jaminan  
Jika dilihat dari debiturnya sudah tidak ada indikasi niat baik, 
tidak aktif, susah/tidak bisa dihubungi, dan memang beberapa 
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tahap tersebut tidak berhasil, maka pihak BMT KUBE Colomadu 
Sejahtera berhak memegang jaminannya tanpa harus menunggu 
jatuh tempo. Hal ini dilakukan juga dengan alasan agar pihak 
debitur tidak semakin susah karena tunggakannya semakin 
banyak. 
f) Melalui Jalur Hukum Pengadilan Negeri. 
2. Mekanisme Penanganan Pembiayaan Mura>bahah Bermasalah di BMT 
KUBE Clomadu Sejahtera Secara Umum Sudah Sesuai dengan Fatwa 
DSN-MUI, namun ada yang kurang sesuai seperti: Penyelesaian 
sengketanya masih ada yang dilakukan di Pengadilan Negeri, padahal 
di dalam akad pembiayaan mura>bahah merupakan kegiatan di bidanng 
syariah atau ekonomi syariah seharunya jalur hukum yang di pilih 
adalah Pengadilan Agama tempat wilayah dimana bank tersebut itu 
berada. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan nasabah terkait 
sengketa ekonomi syariah yang seharusnya bukan menjadi 
wewenangnya. 
B. Saran 
1. Bagi Pihak Lembaga 
a. Diharapkan BMT KUBE Colmadu Sejahtera mampu senantiasa 
meningkatkan kepatuhan syariah, dengan mematuhi aturan SOP dari 
fatwa maupun Undang-Undang terkait. 
b. Dalam memberikan pembiayaan mura>bahah sebaiknya pihak BMT 
harus memperhatikan dan melaksanakan sistematika dengan tahapan 
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pembiayaan  mura>bahah yang telah menjadi acuan sehingga 
memberikan hasil yang optimal bagi BMT KUBE Colomadu 
Sejahtera sehingga dapat meminimalisir risiko dan menghindari 
pembiayaan bermasalah. 
c. Pihak BMT harus tegas dalam menolak pembiayaan yang tidak 
memenuhi kriteria 5C (Character, Capacity, Collateral, Capital, dan 
Condition) dalam analisis kelayakan anggota, sehingga dengan 
menjaga obyektifitas tersebut maka memperkecil kemungkinan 
terjadinya risiko pembiayaan bermasalah. 
d. Seharusnya Pihak BMT KUBE Colomadu Sejahtera dalam 
penyelesaian pembiayaan bermasalah apabila masuk ke Jalur 
Hukum, maka Peradilan Agama yang digunakan, bukan Peradilan 
Negeri, karena yang berwenang dalam memutuskan perkara bidang 
ekonomi syariah adalah Pengadilan Agama 
2. Bagi Pihak Anggota 
Untuk lebih memahami dan paham akan konsep pembiayaan yang akan 
diajukan, supaya dikemudian hari tidak terjadi permasalahan lagi.  
3. Bagi Pihak Peneliti Yang Akan Datang 
Penulis menyadari akan adanya kekurangan dalam penulisan. Penelitian 
selanjutnya sebaiknya lebih mendalami pembiayaan bermasalah yang 
akan diteliti, karena tidak menutup kemungkinan jika lebih mendalami 
penelitian maka akan mendapatkan hasil kesimpulan yang lebih baik. 
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